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KATAPENGANTAR


(10)Haiorang-orangyangberiman,sukakahkamuakutunjukkansuatuperniagaanyang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (11) (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya,
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat,rahmatdanhidayah-Nyasehinggapenulisdapatmenyusunproposalskripsi dengan judul “PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNANPADABADANPENGELOLAANPAJAKDANRETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BATUBARA”. Serta tidak lupashalawat dan salam atasjunjunganbagindanabiMuhammadSAWyangmenjadisuritauladanbagikita semua.ProposalSkripsiinidisusunsebagaisyaratuntukmemperolehgelarSarjana Akuntansi (S.Ak) dalam bidang ilmu Ekonomi dan Bisnis.
Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan mengenai isi maupun dalam pemakaian bahasa. Oleh karena itu saya sebagai penulis mengharapkan saran serta kritik yang dapat membangun di masa akan datang.
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[bookmark: BAB_1__yudha.pdf_(p.11-20)]BAB 1 PENDAHULUAN
[bookmark: _TOC_250070]LatarBelakang Masalah
Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak yang harus terus dipacu agar menjadi sumber utama Anggaran dan Pendapatan Negara. Dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan Anggaran pendapatan dan Balanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selain Pemerintahan pusat atau negara, pemerintahan daerah baik ditingkat I (provinsi) maupun II (Kabupaten/kota) juga membuat daftar anggaran yang disebut dengan APBD. Berdasarkan Permendagri N0.13 Tahun 2006, APBD adalah Rencana keuangan tahunan daerah yangdibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,lalu ditetapkan dengan peraturan daerah.
Peran pajak sangatlah penting bagi berjalannya pemerintahan suatu negara. Pajak memiliki peran diantaranya sebagai anggaran atau penerimaan (budgeter), digunakan untuk mengatur (regulator), sebagai stabilitas, serta sebagairedistribusi pendapatan. Suatu negara dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat yang dapat dinilai dari kemampuan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pajak dibebankan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak baik yang berupa perorangan maupun Wajib Pajak berbadan hukum. Pada intinya dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran darirakyatkepadanegaraberdasarkanundang-undang,tanpaadanyaimbalanatau imbalbalikyangsecaralangsungdapatditunjukkanyangdigunakanuntukbiaya
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rutindanPembangunan(Khairani,2023).
Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan(PBB). PBB termasuk pajak negara yang di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.Tetapi karena objeknya berada di daerah,Maka APBD mendapat bagian yang lebih besar.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak langsung yang dikenakan atas bumi dan juga bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang ataubadan yangsecaranyatamempunyai suatu hak atas bumi, dan jugamemiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Terhitung 1 Januari 2014, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)SektorPerdesaan danSektorPerkotaan (P2)kepadapemerintah Kabupaten dan Kota. Pengalihan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan ekonomi daerah dandesentralisasifiskal,sepertitertuangdalamUndang-UndangNomor28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yangterus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur serta bertanggung jawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai erat kaitannya dengan tugas pemerintah terkhusus kepada Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, untuk meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan serta penyidikan pajak(Waluyo, 2023).


 (
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)

Dalam Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Batu Bara No.1 tahun 2024 pasal 1 ayat 40 tentang Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tahun) kalender,yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,menyetor dan melaporkanpajak yangterhutang.Rendahnyatingkatkepatuhanwajibpajakbumi dan bangunan termasuk pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dimana masih banyaknya wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara yang tidak membayar pajak, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel1.1

DataWajibPajakTerutangpadaPajakBumi danBangunandiBPPRD
KabupatenBatuBara

	Tahun
	JumlahWP terutang
	JumlahWP bayar
	JumlahWP terdaftar

	2019
	60.395
	59.079
	119.474

	2020
	78.750
	45.052
	123.802

	2021
	77.750
	50.208
	127.955

	2022
	127.726
	54.880
	182.606

	2023
	127.177
	58.586
	185.763


Sumber:Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab.Batu Bara Berdasarkantabeldiatasdapatdilihatbahwamasihbanyaknyajumlah
wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara tidak membayar pajak. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak yang membayar pajak hanya sebenyak 58.586 orang, sedangkan jumlahwajibpajakterutangadalahsebanyak127.177orang.Jikadipresentasikan

maka hanya 46% wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.Dengan kata lain, sebanyak 127.177 wajib pajak terutang sudah tidak melaporkan pajak bumi dan bangunannya selama 3 tahun berturut-turut. Dalam Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Batu Bara No.1 tahun 2024 pasal 1 ayat 42 tentangutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga,denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Berikut ini adalah data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dalam waktu lima tahun terakhir dan disajikan dalam tabel berikut:
[bookmark: Tabel_1.2]Tabel1.2
DataPenerimaanPajakBumidanBangunanPadaBPPRDKab.BatuBara
	Tahun
	Target
	Realisasi
	presentasi

	2019
	28.037.006.154
	23.249.247.731
	82%

	2020
	41.555.636.710
	19.870.956.732
	47%

	2021
	59.751.145.366
	26.097.370.945
	43%

	2022
	36.099.182.375
	25.441.622.344
	70%

	2023
	39.060.694.596
	26.032.934.471
	66%


Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara Berdasarkantabel1.2didapatdilihatbahwarealisasipenerimaanpajak
bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara tidak mencapai target dari yang telah di tentukan dimana pada tahun 2019 jumlah target penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah senilai 28.037.006.154, sedangkan realisasinya hanya mencapai 23.249.247.731. begitu juga pada tahun-tahun berikutnya, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Barabelummampumemenuhitargetpenerimaan.Haliniakanmenyebabkan

menurunnyapendapatanaslidaerahsertatersendatnyaprogrampembangunandan belanja pemerintah. Jika dipersentasikan seluruh total realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dari tahun 2019 sampai tahun 2023 hanya mencapai 61,6%, artinya masih ada 38,4% lagi data wajib pajak yang belum dibayarkan.
Mengingatselaluadanyawajibpajakyangmenunggakatauterlambatdalam membayar Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) tersebut maka pemerintah daerah dianggap perlu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu dikeluarkan peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 tentang cara pengurangan dan penghapusan/pemutihan sanksi pajak, tetapi sampai tahun 2023 masih banyak wajib pajak yang terkena sanksi dan tidak membayar pajak bumi dan bangunan.
Penagihan pajak merupakan suatu serangkaian tindakan supayapenanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa (Mohammad et al.2017). Menurut Yusnidar et al.(2015) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu SPPT, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaradan sanksi perpajakan.
PenagihanpajakadalahserangkaiantindakanyangdimulaidariPenerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Atas dasar itu, maka diperlukanrangkaian kegiatanyangberkelanjutandantuntasdalammelaksanakan

proses penagihan tersebut dengan penanganan administrasi yang tersusun rapi danbenar sehingga bisa memberikan data yang cepat dan akurat (Muljono, 2020). Secara rinci, penagihan pajak dilakukan dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
Berikut ini adalah data surat tagihan bumi dan bangunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dalam jangka waktu lima tahun yang disajikan pada tabel berikut:
[bookmark: Tabel_1.3]Tabel1.3
DataSuratTagihanPajakBumidanBangunanPadaBPPRDKabupaten Batu Bara
	Tahun
	Surat Tagihandi
Terbitkan
	SuratTagihan yang
Kembali
	Persentasi

	2019
	117.933
	103.821
	88%

	2020
	132.617
	89.794
	67%

	2021
	131.751
	90.018
	68%

	2022
	123.614
	70.015
	56%

	2023
	126.784
	122.356
	96%


Sumber : BadanPengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah KabupatenBatu BaraBerdasarkan tabel 1.3 di atas dapat di lihat dapat bahwa surat tagihan pajak bumi danbangunanpadaBadanPengelolaanPajakdanRetribusiDaerahKabupaten Batu Bara tidak mencapai target dari yang telah di tentukan dimana pada tahun 2019jumlahtargetsurattagihanpajakbumidanbangunanadalah117.933,sedangkan surat kembali hanya mencapai 103.821. begitu juga pada tahun-tahun berikutnya,surattagihanpajakbumidanbangunanpadaBadanPengelolaan PajakdanRetribusiDaerahKabupatenBatuBarabelummampumemenuhitarget.Jikadipersentasikanseluruhtotalsurattagihanpajakbumidanbangunan

pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dari tahun 2019 sampai tahun 2023 hanya mencapai 70 %, artinya masih ada30% lagi surat tagihan pajak yang belum dikembalikan dari jumlah surat tagihan pajak bumi dan bangunan yang diterbitkan oleh Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
Menurut Mohammad(,2017) dalam upaya penagihan pajak, sangat penting fiskuslebihmengedepankanfungsipembinaan,agarwajibpajakyangmenunggak pajaknya lebih patuh dan sukarela dalam memenuhi kewajibannya. Selain rendahnya penagihan pajak, pemeriksaan pajak juga salah satu penyebab belum tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dimana pemeriksaan pajak yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah masih rendah sehingga masyarakat banyak yang tidak melaporkan SPT-nya. Semakin besar pelaksanaan penagihan pajak aktif maka penerimaan pajak akan tinggi.
Sanksi perpajakan yang di tetap oleh pemerintah dimana berdasarkan peraturan menteri keuangan namor: 78/PMK.03/2016 tentang tata cara penerbitan surat tagihan pajak bumi dan bangunan pasal 3 ayat satu (1) SPT pajak bumi dan bangunan memuat pajak bumi dan bangunan atau yang tidak atau kurang bayar ditambahdengan denda administrasisebesar 2% (duapersen)per bulandaripajak bumi dan bangunan yang tidak atau kurang bayar.
Sanksi pun ada untuk membuat seseorang mau mengikuti peraturan yang telah dibuat. Sanksi yang berdasarkan undang-undang diberikan agar wajib pajak mau untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu dan sesuai peraturan perpajakannya.Selainsanksiperpajakanyangrendah,masihkurangnyaminat

masyarakat untuk melakukan pembayaran surat tagihan pajak yang di keluarkan dinas terkait.
Dari fenomena di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang “PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BATUBARA”.
[bookmark: _TOC_250069]Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yakni sebagai berikut:
1. Masih ada 30% Surat tagihan yang di terbitkan oleh BPPRD Kab.Batu Bara yang belum kembali.
2. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di BPPRD Kab.Batu Baratidak mencapai target menyebabkan kurang maksimalnya pendapatan asli daerah
3. Masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan di BPPRD Kab.Batu Bara.
[bookmark: _TOC_250068]Batasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian merupakan upaya untuk memfokuskan persoalan yang akan diteliti dari beberapa identifikasi masalahyang telah diuraikan tersebut, maka peneliti membatasi masalahnya hanya pada: “Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara”.



[bookmark: _TOC_250067]RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:
1. Apakah penagihan pajak daerah berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan RetribusiDaerah Kabupaten Batubara?
3. Apakah penagihan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajakdan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara?
[bookmark: _TOC_250066]Tujuan Penelitian
Adapunbeberapatujuandilakukannyapenelitianiniadalahuntumengetahui:
i. 1. Untuk mengetahui Pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara.
ii. 2. Untuk mengetahui Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WajibPajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara.
iii. 3. Untuk mengetahui Pengaruh penagihan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara.

[bookmark: _TOC_250065]Manfaat Penelitian

[bookmark: _TOC_250064]Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengalaman dan pengetahuan kepada penulis juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman penulis mengenai materi tentang penagihan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan analisis kritis dan memperdalam kembali kajian teori bagi peneliti dalam mengkaji materi pemeriksaan dan penyidikan pajak yang pernah dipelajari pada masa perkuliahan.
[bookmark: _TOC_250063]BagiUniversitasMuslimNusantaraAlWasliyah
Penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang mengemban ilmu pengetahuan di Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan.
[bookmark: 1.6.3.Bagi_Instansi_Pemerintahan_Dinas_B]Bagi Instansi Pemerintahan Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara
Instansi pemerintah Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara diharapkan mampu membentuk instansi pemerintahan yang lebih baik dalam menghadapi pengaruh sistem informasi, motivasi kerja dan fasilitas administrasi terhadap prestasi kerja dan pelayanan masyarakat.
[bookmark: _TOC_250062]BagiPeneliti Selanjutnya
Untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan yang semakin luas serta memberi informasi pengetahuan baru tentang kondisi yang akan dihadapi dalam meningkatkan kredibilitas ilmu.

[bookmark: BAB_II][bookmark: _TOC_250061][bookmark: TINJAUAN_PUSTAKA]BAB II TINJAUANPUSTAKA
[bookmark: _TOC_250060]Landasanteori

TeoriPerilakuTerencana(TheoryofPlanned Behavior)
Dalam teori perilaku terencana, perilaku wajib pajak melaporkan kesediaannya dalam bertindak. Salah satu penelitian yang menjelaskan tentang perilaku kepatuhan pajak adalah Theory of Reasoned Action yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1975)dalam analisis kepatuhan berdasarkan Theory of Planned Behavior (Anugrah Saesar M Sahib & PrimanditaFitriandi,2022). Teori ini memaparkan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi secara langsung oleh niat berperilaku yang disebabkan oleh sikap terhadap perilaku serta norma subjektif. Padatahun1991, Ajzenkemudianmempublikasikanpenelitiannya yang merupakan penyempurnaan dari Theory of Reasoned Action yang dikenal sebagai Theory of Planned Behavior (1991). Pada penelitian ini.
Ajzen menambahkan variabel lain, yang diberi nama kontrol perilaku persepsian. Variabel ini dikemukakan memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang baik secara langsung maupun melalui niat berperilaku. Teori ini merupakan salah satu teori yang digunakan dalam meneliti perilaku kepatuhan pajak baik di luar maupun di dalam negeri.
Ajzen (1991) dalam analisis kepatuhan berdasarkan Theory of Planned Behavior (Anugrah Saesar M Sahib & PrimanditaFitriandi,2022) menyatakan bahwa adanya niat dalam berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu sebagai berikut:
1. Behavioralbeliefs,merupakankeyakinanseseorangmengenaihasilatau



11




evaluasi suatu perilaku. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk sikap (attitude) terhadap perilaku lain.
2. Normative beliefs, merupakan keyakinan mengenai harapan normatif oranglain dan motifasi untuk memenuhi harapan tersebut. Keyakinan ini nantinya akan disebut sebagai normatif subjektif (subjective norms).
3. Control beliefs, merupakan keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya. Keyakinan ini akan disebut sebagai persepsi kontrol perilaku (perceived behavior control). Niat berperilaku adalah elemen penting dalam Theory of Planned Behavior.
Niat merupakan hal yang diyakini sebagai alasan seseorang untuk berperilaku. Semakin kuat niat seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan (Ajzen, 1991) dalam analisis kepatuhan berdasarkan Theory of Planned Behavior (Anugrah Saesar M Sahib & PrimanditaFitriandi,2022).. Secara sederhana, niat kepatuhan pajak merupakan niat yang dimiliki Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
[bookmark: _TOC_250059]KepatuhanWajibPajak
Kepatuhanwajibpajak adalahkepatuhanbagipara wajib pajak dalamupaya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak. Di Indonesia sendiri menganut system pemungutan pajak menggunakan Official Assesment System, yang mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah. Demikian kepatuhan sukarela dari wajib pajak menjadi tujuan dari system ini (Syah & Krisdiyawati,2017).


 (
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Kepatuhanwajib	pajaksebagaisuatukeadaandimanawajibpajak memenuhisemuakewajibanperpajakandanmelaksanakanhakperpajakan (Mir’atusholihah&	Bambang.2014).Kepatuhandapatdiartikanjugasebagai motivasiindividu,kelompokatauorganisasiuntukmelakukantindakansesuai aturanyangditetapkan.Dalamduniaperpajakanperaturandidasarkanpada undang-undangperpajakan.Jadidapatdisimpulkankepatuhanyangdimaksud adalahkepatuhanseseorang dalamhalwajibpajak terhadap peraturanperpajakan. Faktoryangmempengaruhipenerimaanpajaksuatunegaradiantaranya adalahtingkatkepatuhanwajibpajakdinegaratersebut(Ariyanto,et.al2020).Kepatuhanwajibpajakmempunyaihubungandenganpenerimaanpajakkarena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung akan memperbesar	penerimaan	negara	dari	sektor	pajak	(Wardani,D.K.,&Rumiyatun,2017).Olehsebabitudiperlukan adanyaperanan daripetugaspenagih
pajakdalamupaya peningkatanpendapatanperpajakan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkankepatuhanwajibpajakadalahdenganmelakukanedukasimengenai kewajiban perpajakan serta pentingnya peran perpajakan dalam pembangunan negara yang sebenarnya imbasnya akankembalipara wajibpajak yang membayar pajak tersebut. Kemudian, dengan adanya reformasi administrasi perpajakan dan didukung pengetahuan dan perpajakan yang memadai, tingkat kepatuhan wajib pajak akan kembali lebih baik (Tanjung,2020).
[bookmark: 2.1.2.1_.Jenis_Kepatuhan_Wajib_Pajak].JenisKepatuhanWajibPajak
Jenis-jeniskepatuhanwajibpajakyaitusebagaiberikut:

1)Kepatuhanformalmerupakansuatukeadaandimanawajibpajak

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana WP memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan formalitas yang diatur dalam undang- undang.
2). Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. kepatuhanmaterial juga dapat meliputikepatuhan formal.
[bookmark: 2.1.2.2.Faktor-_Faktor_yang_Mempengaruhi]2.1.2.2.Faktor-FaktoryangMempengaruhiKepatuhanWajibPajak
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan variabel SPPT, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran dan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan(Yusnidar,2015).
Sedangkan menurut (Widodo,2017), Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscalexchange. Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cendrung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengankebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakuakan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecendrungan meningkat.

[bookmark: _TOC_250058]PajakBumidanBangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat lima jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3, PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksiteknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia.
Dalam Perda Batu Bara nomor 1 tahun 2024 Pasal 1 ayat 14 yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ataudimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan, dan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam ataudilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessment system)(Adelina,2014). Pajak ini bersifat kebendaandalamartibesarnyapajak terutang ditentukanolehkeadaanobjek yaitu bumi,tanah dan atau bangunan.

[bookmark: _TOC_250057]Maksuddan Tujuan PajakBumi danBangunan
Alasan melakukan pemungutan terhadap pajak bumi dan banguan adalah beberapa hal sebagai berikut:
1. Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai undang-undang yang berasal mulai dari zaman kolonial yang tidak sesuai dengan pancasila.
2. Berbagai undang-undang mengenakan pajak atas harta tak gerak sehingga membingungkan masyarakat.
3. Undang-undang yang berasal dari zaman kolonial sukar dimengerti olehrakyat. Undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis dari bahasa Belanda dan perubahan tertulis dalam bahasa Indonesia, sehingga merupakan bahasa yang rancu, sedangkan terjemahan resmi tidak ada.
4. Undang-undang zaman kolonial tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa indonesia.
5 Undang-undanglamatidaklagisesuaidenganpertumbuhanekonomi indonesia.
Tujuan dan maksud di kutipnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:
1. Sumber penghasilan bagi daerah yang digunakan untuk menggerakkanotonomi daerah dan pembangunan daerah.
2. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tausejauh mana hak dan kewajibannya, menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang undang pajak yang sifatnya sama.
3. Memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta takgerak dan sekalianmenyerasikanpajakatashartatakgerakdisemuadaerahdan

menghilangkansimpangsiur.

[bookmark: 2.1.3.4.Objek_dan_Subjek_Pajak_Bumi_dan_]2.1.3.4.Objekdan SubjekPajakBumi danBangunan

1. [bookmark: 1._Objek_Pajak_Bumi_dan_Bangunan]ObjekPajakBumidan Bangunan
Beberapa terminologi yang ada dalam undang-undang pajak bumi danbangunan yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:
1).Bumi, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah indonesia.
2).Bangunan, yang dimaksud dengan bangunan adalah kontruksi Teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan termasuk dalam pengertian bangunan yaitu
1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yangmerupakan suatu kesatuandengan kompleks bangunantersebut
2. Kolamrenang

3. Tempat mewah

4. Tempatolahraga

5. Tamansertafasilitaslainyangbermanfaat.

Sebagaimana tercantum dalam Undang- undang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (pasal 2). Undang-undang selanjutnya dalam pasal 1 menjelaskan (interorestasiotentik), bahwa bumi adalah yang ada dibawahnya. Permukaan bumi itu sebenarnya tidak lain daripada tanah. Jadi yang menjadi objek pajak Bumi dan Bangunan itu adalah tanah (perairan)dantubuh bumi.

Pasal 3 UU Pajak Bumi dan Bangunan menentukan, bahwa yang tidak dikenakan pajak adalah :
1. Objek (tanah,bangunan dan perairan) yang semata mata digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yangsejenis.
3. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka cagar alam, hutan wisata milik negara (sesuai dengan pasal 2 UU No.5 tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan), taman nasional tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
4. Objek yang digunakanolehperwakilandiplomatik atau konsulat dengansyarat negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
5. Objek yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
Tanah dan bangunan banyak macamnya. Dan tidak mungkin nilainya disamaratakan. Untuk keperluan ini tanah dan bangunan menurut nilai jualnyadandigunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan.
2. [bookmark: 2._Subjek_Pajak_Bumi_dan_Bangunan]SubjekPajakBumi dan Bangunan
Subjek pajak adalahorang pribadiatau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan yang dapat dikenai pajak (Perda Batu Bara nomor 1 tahun 2024 Pasal 1 ayat 9). Subjek Pajak (orang/badan) merupakan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang memenuhi syarat objektif yaitu mempunyaiobjekPajakBumidanBangunanyangdikenakanpajak.Mempunyaiobjekyang

dikenakanpajak, haliniberarti, mempunyaihak atasobjek yang dikenakanpajak, memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari objek pajak. Subjek pajak dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Subjek Pajak dalam negri (orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada diIndonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia).
2. Subjek Pajak luar negri (orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapanpuluhtiga) haridalamjangkawaktu12(duabelas) bulan, danbadanyang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukankegiatan melaluibentuk usaha tetapdiIndonesia danorang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia).
[bookmark: _TOC_250056]PenagihanPajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengansurat paksa menjelaskanbahwa Penagihanpajak adalahserangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukanSurat Paksa, mengusulkanpencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pecegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita
[bookmark: _TOC_250055]Dasar-dasarPenagihanPajak
SesuaiPerda BatuBara nomor 1tahun2024 Pasal1ayat 47-54 bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut:
1. SuratTagihanPajak(STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. SuratKetetapanPajakKurangBayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. SuratKetetapanPajak KurangBayarTambahan(SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. SuratKeputusanPembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahantulis,kesalahanhitung,dan/ataukekeliruanpenerapanketentuan

tertentudalamperaturanperundang-undanganperpajakanyangterdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
5. SuratKeputusanKeberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. PutusanBandingPutusan

Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
[bookmark: _TOC_250054]TindakanPenagihanPajak
Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasiperpajakandikenalbeberapa bentuk tindakanpenagihan yaitu penagihan pasif, penmagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa.
1) Penagihanpasif

PenagihanpasifadalahtindakanyangdilakukanolehkantorPelayanan

Pajak denghan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Panagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2) Penagihanaktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari utang pajak belum juga dilunasi maka 7 harisetelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang di awali dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan akti, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.
[bookmark: _TOC_250053]SanksiPerpajakan
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diturutiatau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan(Mardiasmo,2018). Sanksi perpajakanmerupakansuatuakibatyangdisebabkanolehtindakandalam

melanggar peraturan perpajakan, dimana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak(Patmasari,2016).
Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak (Fitria,D.2017). Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak . Adapun menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Terdapat duasanksiperpajakan, yaitu sanksiadministrasidansanksipidana. Sanksi administrasi yang sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif. Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan perpajakan berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi pidana penjara.
Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan. Sanksi pajak yang dimaksud dalam hal ini berupasanksi yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi apabila tidak memenuhi kepatuhan pajak dalam melaporkan SPT/mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan.
Adapun denda yang dikenakan kepadawajib pajak orang pribadi untuk keterlambatanpelaporanSPTpajaktahunansebanyakRp100.000pertahun

sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar- benar dipatuhi.
Sanksipidana inibisatimbulkarena adanyatindak pidanapelanggaranyaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidak sengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian /pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana,pidana kurungan, atau pidana penjara.
Apabila wajib pajak bumi dan bangunan tidak melunasi pembayaran pajak bumidanbangunansesuaidenganbataswaktuyangtelahditetapkanmaka wajib pajakdapat dikenai sanksi denda adminitrasi sebesar 2% perbulan maksimalselama 24 bulanberturut-turut atautotaldenda adminitrasisebesar 48% sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Perda Batu Bara nomor 2 tahun 2012 Pasal68 ayat 5.Media pemberitahuan pajak yang terutang melewatibatas waktu yang telahditetapkanadalahSurat TagihanPajak (STP). Jikadalamwaktu 15 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari Wajib Pajak, maka dapat diterbitkanSurat Teguransesuaidenganpasal68 ayat 2 Perda BatuBara nomor 2 tahun 2012.
Untuk lebih jelasnya, penulis telah menguraikan tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai berikut:
[bookmark: _TOC_250052]SanksiAdministratif
1. Apabila wajib pajak terlambat mengembalikan surat pemberitahuan objekpajak dan setelah ditegur secara tertulis, surat pemberitahuan objek pajak tidak disampaikan juga sebagaimanan ditentukan dalam surat teguran, maka wajibpajakakanditagihpokokpajaknyaditanbahdengansanksiadministrasiberupa

denda 25persendaripajakterutang.

2. Apabila wajib pajak mengisi surat pemberitahuan objek pajak tidak sesuai dengan keadaan/kenyataan yang sebenarnya. Dan setelah diadakan pemeriksaan ternyata besar pajak terutang lebih kecil dari perhitungandata yang sebenarnya. Maka wajib pajak akan ditagih dengan jumlahselisih pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi sebesar25% dari selisih tersebut.
3. Apabila wajib pajak tidak membayar/kurang bayar pajak terutang setelah jatuh tempo. Maka wajib pajak akan ditagih sebesar jumlah yang belum dibayar ditambah denda administrasi sebesar 2 persen sebulan.
[bookmark: _TOC_250051]SanksiPidana
Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap pajak bumi dan bangunandiatur dalamUU PBB 1985 yang menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran balk secara sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi. Kalauwajibpajak sudahdikenakansanksiadministrasitidak bolehdikenakanlagi sanksi pidana, kecuali apabila wajib pajak melakukan perbuatan itu secara berulangulang dan menyebabkan kerugian yang relatif besar pada negara. Wajib pajak yang terbukti karena kealpaannya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:
1) Tidakmengembalikansurat pemberitahuanobjekpajak.

2) Mengembalikansurat pemberitahuanobjekpajak akantetapiisinyatidakbenar atau tidak lengkap. Sanksi pidananya kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang.
Dan wajib pajak yang terbukti karena kesengajaanya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

1) Tidakmengembalikansurat pemberitahuanobjekpajak.

2) Mengembalikan surat pemberitahuan objek pajak akan tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap.
3) Memperlihatkansuratataudokumenpalsu.
4) Tidak menyampaikansurat atau dokumen yang diperlukan. Sanksipidananya, penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali lipat pajak terutang.
Dan untuk Pejabat yang terkait terbukti dengan sengaja jadi menimbulkan kerugianpada negara dalamhal: Memperlihatkan surat ataudokumen yang palsu atau dipalsukan. Tidak menunjukkan atau menyampaikan data atau dokumenyang diperlukan. Sanksi pidananya, kurungan selama-lamanya 1 tahun atau dendasetinggi tingginya Rp.2.000.000,00. Ancaman pidana bagi wajib pajak atau pejabat yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun sanksi akan dilipat duakan, terhitung sejak ia selesai menjalanisebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak denda dibayar.
[bookmark: _TOC_250050]PenelitianTerdahulu
Tabel 2.1 PenelitianTerdahulu
	No.
	Nama

Peneliti(Tahun)
	Judul
	Variabel

Peneli tian
	HasilPenelitian

	1
	AnugrahSaesarM Sahib dan Primandita
Fitriandi(2022)
	Analisiskepatuhan pajak berdasarkan TheoryofPlanned
Bihavior.
	Independent:Sikap dannorma Subjektif, Kontrol
perilakupersepsian.
	Hasil	penelitian menunjukkanbahwa sikapdannormasubjektif
berpengaruhsignifikan




	
	
	
	Dependent: KepatuuhanPajak.
	terhadap niat kepatuhan pajak, sementara niat kepatuhan	pajak dan control perilaku persepsian juga berpengaruh signifikan terhadapkepatuhanpajak. Adapun kontrol perilaku persepsian tidak menunjukkan pengaruh yangsignifikan terhadap
niatkepatuhanpajak.

	2
	Tarigan Reihan Reihan dan JayusmanSriFitria (2024)
	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Dan Akuntabilitas PelayananPublik Terhadap KepatuhanWajib Pajak Dalam MembayarPajak Kendaraan
BermotorPada
	Independent: PengetahuanWajib Pajak, Sanksi, Akuntabilitas Pelayanan Publik. Dependent: Kepatuhan Wajib Pajak.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat berpengaruh signifikan terhadapkepatuhanwajib pajak,sanksiberpengaruh terhadapkepatuhanwajib pajak sedangkan akuntabilitas pelayanan publikberpengaruh signifikan terhadap
kepatuhanwajibpajak.




	
	
	Samsat Kota TebingTinggi.
	
	Kemudianterdapat pengaruhpengetahuan masyarakat, sanksidan akuntabilitaspelayanan public terhadap
kepatuhanwajib pajak



	3.
	Yubiharto(2017)
	Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat	kepatuhan wajibpajakbumidan bangunandi Kecamatan Karang KabupatenBanyumas
	Independent: Pengetahuan, Penyampaian, SPPT, Sanksi. Dependent: KepatuhanWajib Pajak.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengetahuan perpajakan dan penyampaian SPPT memilikipengaruhpositif signifikan terhadap kepatuhanwajib Pajak Bumi dan Bangunan,sedangkan variable sanksi perpajakan mempunya pengaruh yang negatif signifikan dan variabel palingbesaradalahfaktor
pengetahuanperpajakan.




	4
	NelaSafeliadan Hernando Riski (2023)
	Determinants AffectingTaxpayer Compliance.
	Independent: Fiscus Service, Taxpayer Awaraness,Tax Sanctions.
Dependent: Taxpayer Compliance.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan fiscus,Kesadaran Wajib Pajakberpengaruhpositif signifikan terhadap KepatuhanwajibPajakdi KPP Pratama Jambi Telanaipurasementaraitu Sanksi Perpajakantidak berpengaruh terhadap KepatuhanwajibPajakdi KPP Pratama	Jambi
Telanaipura.

	5
	NurkhinAhmad dkk (2018)
	The	Influence	of Tax Understanding, Tax Awereness and Tax Amnesty toward TaxpayerComplience.
	Independent:Tax Understanding
,TaxAwereness, Tax Amnesty.
Dependent: Taxpayer Complience
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan,kesadaran wajib pajak dan persepsi amnestipajak terbukti berpengaruh		secara positif	dan	signifikan terhadap		kepatuhan
wajibpajak.




	6
	Mumu, Aetal.
	Pengaruh
	-Pengetahuan
	Hasilpenelitian

	
	(2020)
	Pengetahuan
	perpajakan(X1)
	menunjukkanbahwa

	
	
	Perpajakan,Sanksi
	-Sanksi
	pengetahuanperpajakan,

	
	
	Pajak,Dan
	Perpajakan(X2)
	sanksiperpajakandan

	
	
	Kesadaran Wajib
	-Kesadaran
	kesadaranwajibpajak

	
	
	PajakTerhadap
	wajib
	berpengaruhpositifdan

	
	
	Kepatuhan
	Pajak(X3)
	signifikanterhadap

	
	
	MembayarPajak
	-Kepatuhan
	kepatuhanmembayar

	
	
	BumiDan
	membayar(Y)
	pajakbumidan

	
	
	BangunanDi
	
	bangunandiKecamatan

	
	
	KecamatanSonder
	
	SonderKabupaten

	
	
	Kabupaten
	
	Minahasa

	
	
	Minahasa.(Mumu
	
	

	
	
	et al.2020)
	
	

	7
	Wilestari&
	Pengaruh
	-Pemahaman
	Hasilpenelitian

	
	Ramadhani
	Pemahaman,
	Sanksi
	menunjukkanbahwa

	
	(2020)
	SanksiPerpajakan
	Perpajakan(X1)
	pemahamanPajakdan

	
	
	danTingkat
	-Tingkat
	kepercayaanpada

	
	
	KepercayaanPada
	Kepercayaan(X2
	pemerintah memiliki

	
	
	PemerintaTerhadap
	)
	pengaruhsignifikan

	
	
	KepatuhanDalam
	-Kepatuhan
	positifterhadap

	
	
	MembayarPBB-
	dalam membayar
	KepatuhanWajibPajak

	
	
	P2.(Pbb-p&
	PBB-P2(Y)
	dalamMembayarPBB,

	
	
	Ramadhani,2020
	
	sementarasanksi




	
	
	
	
	perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap KepatuhanWajibPajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Kota
Tangerang


Sumber:Penelitianterdahuluyangsudahdiringkas,2024
Penelitian ini merupakan pengembanan dari penelitian sebelumnyayang ditulis oleh M Sahib Saesar Anugrah dan Primandita Fitriandi dengan judul Analisis kepatuhan pajak berdasarkan Theory Of Planned Behavior atau Teori Perilaku yangdirencanakanmerupakanteoriYang Menjelaskantentangpenyebab timbulnya intensi berperilaku. Penelitian tersebut menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak,sementara niat kepatuhan pajak dan kontrolperilaku persepsian juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Adapun kontrol perilaku persepsian tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Namun bedanya dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakaan variabel bebas penagihan pajak dan sanksiperpajakandan objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara.
[bookmark: 2.3._Kerangka_Konseptual]KerangkaKonseptual
Penagihan pajak merupakan suatu faktor yang dominan dalam mengukur tingkatkepatuhanwajibpajak,dansanksiperpajakanmenjadisalahsatufaktor

penentu kepatuhan wajib pajak dalam suatu pemerintah baik daerah maupun pusat. Semakin baik kualitas penagihan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak yang diperoleh, begitu juga dengan semakin baik sanksi perpajakan yang dilakukan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak yang diperoleh.
[bookmark: _TOC_250049]PengaruhPenagihanPajakTerhadapKepatuhanWajibPajak
Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuantersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapaitujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak denganpotensipajak. SesuaidenganketentuanUndang-Undang Nomor 19Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkanpencegahan, melaksanakanpenyitaan, melaksanakanpenyanderaan, menjual barang yang telah disita. Semakin besar pelaksanaan penagihan pajak aktif maka kepatuhan wajib pajak akan tinggi.
[bookmark: _TOC_250048]PengaruhSanksiPerpajakanTerhadapKepatuhanWajibPajak
Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena Pemerintah Indonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutanpajak. Pemerintahtelah menyiapkanrambu-rambu yang diaturdalam Undang-Undangperpajakanyangberlakuagarpelaksanaanpemungutanpajak

dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaansanksi-sanksiperpajakan. Semakin tegasnya sanksiperpajakan yang di berikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakain tinggi.
[bookmark: _TOC_250047]Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkansecara benar kewajiban, tepat waktu dalampengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung.
Membayar denda karena telat bayar pajak menurut masyarakat akan lebih merugikan mereka, jadi mereka lebih memilih untuk tepat bayar pajak agar tidak dikenakan sanksi. Sanksi pun ada untuk membuat seseorang mau mengikuti peraturan yang telah dibuat. Sanksi yang berdasarkan undang-undang diberikan agar wajib pajak mau untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu dan sesuai peraturan perpajakannya. pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan variabel penagihan, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran dan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikanterhadapkepatuhanwajibpajakdalammelaksanakanpembayaran

pajakbumidan bangunanpedesaandanperkotaan.

Berikutmodelkerangka konseptualdalampenelitian ini:
[image: ]

Gambar 2.1

Kerangka konseptual di atas menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajaksecara parsial. Penagihan pajak dan sanksi perpajakan sama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
[bookmark: _TOC_250046]HipotesisPenelitian
Hipotesis merupakan kesimpulan penelitian yang belum sempurna sehingga perlu penyempurnaan dengan membuktikan jawaban kebenaran hipotesis itu melalui penelitian.
Ha1:PenagihanPajakberpengaruhterhadapKepatuhanPajak.
Ho1:PenagihanPajaktidakberpengaruhterhadapKepatuhanPajak. Ha2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

Ho2:SanksiPerpajakantidakberpengaruhterhadap KepatuhanPajak.

Ha3:PenagihanpajakdansanksiperpajakanberpengaruhterhadapKepatuhan Pajak.
Ho3:Penagihanpajakdansanksiperpajakantidakberpengaruhterhadap Kepatuhan Pajak.

[bookmark: BAB_III][bookmark: _TOC_250045][bookmark: METODE_PENELITIAN]BAB III METODEPENELITIAN
[bookmark: _TOC_250044]Desain Penelitian
Desain atau jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kuantitatif. “Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif berartipenelitian yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit atau empiris, objektif, terukur, rasionaldansistematis. Metode kuantitatif juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai IPTEK baru dengan data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik” (Yani Balaka, 2022).
Penelitiankuantitatif merupakan metodepenelitian yang menggunakandata berbentuk angka dan dapat dianalisis secara statistik. Data dalam penelitian kuantitatif dapat berupa data interval, yaitu data yang memiliki jarak yang sama antar satuan tetapi tidak memiliki nol mutlak, serta data rasio, yaitu data yang memiliki nol mutlak dan dapat dibandingkan secara proporsional (Sugiyono, 2017).
[bookmark: _TOC_250043]PopulasidanSampelPenelitian
[bookmark: _TOC_250042]Populasi
Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang suda ditentukan (Sunariah, 2016). Populasi di dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023.
AdapunjumlahpopulasiyangterdaftardiBadanPengelolaPajakDan
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RetribusiDaerahKabupatenBatuBarasebanyak185.763wajibpajak.

[bookmark: _TOC_250041]Sampel
Sampel Penelitian Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono,2018). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar diBadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
Penelitian jumlah sampel yang diambil sebagai responden dengan menggunakan rumus slovin (Sugiyono, 2018) sebagai berikut :
N

𝑛=1+(𝑒)2

Keterangan :

n:Jumlahsampe N: Populasi
E:Persenkelonggaranketidaktelitiankarenakesalahanpengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan.


𝑛=	185.763	=99,94(dibulatkan menjadi100)
1+185.763(0.1)2


Berdasarkan perhitungan Slovin di atas maka, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99.94 maka dapat kita bulatkan menjadi100 orang wajib pajak yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara pengambilan sampel dengan cara teknik accidental sampling yaitusiapasaja yangsecarakebetulanbertemudenganpenulisyangbisa dijadikansebagaipengambilandata.Sampelpenelitianinidibatasihanyawajib


 (
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pajakbumidanbangunanyangterdaftar	padaBadanPengelolaanPajakDan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
[bookmark: _TOC_250040]LokasidanWaktu Penelitian

[bookmark: _TOC_250039]LokasiPenelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih peneliti sebagai wadah untuk melakukan penelitian terkait. Peneliti memilih Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara yang beralamat di Jl. Lintas Sumatra KM.110, Sukaraja, Air Putih Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara 21255, sebagai lokasi penelitian.
[bookmark: _TOC_250038]WaktuPenelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Aset Daerah Kabupaten Batubara. Penelitian iniakan dilaksanakan mulai juli 2024 sampai dengan selesai.
Untuklebihjelasnyadapatdilihatpadatable berikutini:
Tabel3.1RincianWaktuPenelitian
	
No
	
Kegiatan
	Juli
	Agustus
	November
	Januari
	Mei
	Juni

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1

	1
	PengajuanJudul
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	PraRiset
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	PenyusunanProposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	BimbinganProposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	SeminarProposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Riset
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	PenulisanSkripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	BimbinganSkripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	SidangMejaHijau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _TOC_250037]DefenisiOperasionalVariabel
Tabel3.2DefenisiOperasionalVariabel
	No
	Variabel
	Defenisi
	Indikator
	Skala

	1
	Penagihan
	Serangkaian	tindakan	agar
	Jumlah	Surat
	Likert

	
	Pajak(X1)
	penanggungpajak	melunasi
	Paksa
	

	
	
	hutang	pajak	dan	biaya
	Jumlah	Surat
	

	
	
	penagihan	pajak	dengan
	Teguran
	

	
	
	menegur	atau
	Jumlah	Surat
	

	
	
	memperingatkan,
	Sita
	

	
	
	melaksanakan	penagihan
	Lelang[peraturan
	

	
	
	seketika	dan	sekaligus,
	menteri
	

	
	
	memberitahukan	surat
	keuanganrepublik
	

	
	
	paksa,	mengusulkan
	Indonesianomor61
	

	
	
	pencegahan	dan
	tahun2023]
	

	
	
	melaksanakanpenyitaan.
	
	



	2
	Sanksi Perpajakan (X2)
	Sanksi	perpajakan merupakan			jaminan bahwaketentuan		peraturan perundang- undanganperpajakan (norma perpajakan)				akan
diturutiatau		dipatuhi, dengan	kata		lain sanksiperpajakan merupakan
alat		pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak	melanggar
normaperpajakan.
	Sanksi administrasi.
Sanksipidana
sanksi Pajak harusdikenakanpada pelanggarnya. (UU
No.16tahun 2009)
	Likert

	3
	Kepatuhan Wajib	Pajak (Y)
	Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan suatu perilaku wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakandanmelaksanakan
hak
perpajakannya.
	Menyampaikan laporan pajak Perhitunganjumlah pajak
Pembayaranpajak sesuaidengan
besaran pajak	yang terutang.
Pelaporan pajak. [Tambun	&Witriyanto (2016)]
	Likert



[bookmark: _TOC_250036]Instrumendanaspekpengukuran.

[bookmark: _TOC_250035]Instrumenpenelitian
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan serta jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Instrumen penelitiankuantitatif di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisioner, angket serta penelitian terstruktur. Data yang di ambil adalah melalui jawaban kuisioner pegawai Kantor Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan RetribusiDaerah Kabupaten Batubara. Sistem pengolahan data adalah dengan menggunakan software aplikasi SPSS. SPSS adalah kependekan dariStatistical Package for the Social Sciences. SPSS biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis.
Pengujian instrumentmenggunakan teknik ujicoba (try out)terpakai yaitu hasilujicoba(butir yang dinyatakanvalid )langsung digunakandalamanalisisdata untuk pengujian hipotesis. Dengan demik ian, uji coba (tryout) terpakai merupakan teknik pengujian validitas dan reliabilitas dengan cara mengambil datanya hanya sekali dan hasil uji coba langsung digunakan untuk pengujian hipotesis.
[bookmark: _TOC_250034]AspekPengukuran
Aspek pengukuran terhadap variabel anggaran waktu dan perilaku disfungsional dalam penelitian ini didasarkan pada hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang telah disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel. Selanjutnya, skor hasil jawaban diklasifikasikan ke dalam tiga kategori tingkat kecenderungan sesuai dengan rumus:

a. KategoriTinggi,apabilanilaiX> (M=1SD)

b. KategoriSedang,apabila nilai(M–1SD)≤ X≤ (M=1SD)
c. KategoriRendah,apabila nilaiX,(M –1SD) Dalam penelitian ini, kuesioner terdiri dari:
· 4butirpertanyaanuntuk mengukurvariabelkepatuhanwajibpajak
· 4butirpertanyaanuntukmengukurvariabelpenagihanpajak
· 4butirpertanyaanuntukmengukurvariablesanksiperpajakan
SetiappernyataandalamkuesionermenggunakanskalaLikert5poin,yaitu:

1=SangatTidak Setuju

2=TidakSetuju

3 =Netral

4 =Setuju

5=SangatSetuju


	Symbol
	Alternatif jawaban
	nilai

	SS
	Sangat Setuju
	5

	S
	Setuju
	4

	KS
	KurangSetuju
	3

	TS
	TidakSetuju
	2

	STS
	SangatTidakSetuju
	1


[bookmark: Tabel_3.3_Alternatif_Jawaban_Responden_(]Tabel3.3AlternatifJawabanResponden(SkalaLikert).
[bookmark: _TOC_250033]TeknikAnalisisData danPengujianHipotesis

[bookmark: _TOC_250032]TeknikAnalisis Data
Penelitianinidatadianalisisdenganstatistikdeskriptif,kemudiandilakukanpengujianmetodeanalisis	data	danterakhirpengujianhipotesis.Statistik

deskriptifdigunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi (jenis kelamin, lama bekerja dan latar belakang pendidikan).
[bookmark: _TOC_250031]UjiValiditas

Uji validitas dalam sebuah penelitian digunakan sebagai pengukur sah atau tidaknya sebuah variabel (Ghozali, 2020). Uji validitas digunakan untuk mengukurvalid atau tidaknya tiap variabel pada suatu kuisioner. mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan denganmembandingkannilairhitungdenganrtabeluntukdegreeoffreedom(df
) =n-2, dalamininadalah jumlahsampel. Jadidf yang digunakanadalah100-2 = 98 dengan alpha sebesar 10% maka menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) sebesar 0,1654 dengan ketentuan, yaitu:
Hasil r hitung > r tabel ( 0,1654) = validHasilrhitung<rtabel(0,1654)=tidak valid
Jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada colom corrected item-total correlation)lebihbesardarirtabeldannilairpositifmakapernyataan tersebut dinyatakan valid.
[bookmark: _TOC_250030]UjiReliabilitas
Uji reliabilitas adalah salah satu cara mengukur sebuah kuisioner yang terdiri dari sebuah indikator dari sebuah perubahan. Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabildariwaktu ke waktuuntukmengukurreliabilitasdenganujistatistik.Reliabilitasinstrumen

penelitiandalampenelitian inidiujimenggunakankoefisienCronbachsAlpha (α). Jika nilai koefisien alpha > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut baik dan reliabel (Ghozali, 2020)
[bookmark: _TOC_250029]TeknikPengumpulanData
Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang didapat secara langsung melalui narasumber baik dengan wawancara maupun angket. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuisioner kepada sampel yang telah ditetapkan.
[bookmark: _TOC_250028]TeknikAnalisis Data
[bookmark: _TOC_250027]RegresiLinierBerganda
Analisis regresi linier berganda digunakan dalam peramalan variabel dependen(terikat)berdasarkanvariabel-variabelindependennya.Ujilinierdengan menggunkan dua atau lebih variabel independen (bebas) yang digunakan untuk meramalkan suatu variabel independen dalam sebuah persamaan linier. Rumus dalam mencari Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016) :


[bookmark: cover_yudha.pdf_(p.1-10)] (
Y =ɑ+β1X1 +β2+X2+
е
)Keterangan:

Y=KepatuhanWajib Pajak	е=TingkatKesalahanPengganggu

ɑ=Konstanta	X1=PenagihanPajak

β=KoefisienRegresi	X2=SansksiPerpajakan

[bookmark: _TOC_250026]UjiAsumsiKlasik

[bookmark: _TOC_250025]UjiNormalitas
Uji ini digunakan untuk mendeteksi residual memiliki distribusi normal atautidaknormaldimanakeputusanterdistribusinormalatautidaknyadataadalah dengan memabandingkan nilai probabilitas JB (Jarque Bera) hitung dengan tingkat alpha yangditentukanpenulis0,05(5%).Apabilaprobabilitashitung lebih besar dari tingkat alpha maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan sebaliknya.
[bookmark: 3.8.2.2._Uji_Multikolinieritas]Uji Multikolinieritas
Uji multikoliniertas mmerupakan uji yang digunakan untuk melihatapakah terjadi korelasi yang kuat antara variabel-variabel independen di dalam regresi. Hasil uji multikolinieritas ditentukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), yakni apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 atau 5 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikoliniertias dan sebaliknya.
[bookmark: _TOC_250024]Uji Heteroskedastisitas
Uji ini digunakan untuk melihat apakah residual model yang diamati memiliki atau tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya. Keputusanterjadiatau tidaknya heteroskedastisitaspada model regresilinieradalahdenganmelihat nilaiprobabilitasF-statistic(Fhitung), apabila nilai F hitung lebih besar dari tingkat alpha maka H0 diterima atau tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya.

[bookmark: _TOC_250023]UjiAutokorelasi
Autokorelasi merupakan penggolongan asumsi klasik yang menyatakan bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antar error term. Uji inidigunakandengan melihat nilai probabilitas F hitung yang jika lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka H0 diterima atrau tidak ada autokorelasi dan sebaliknya. Uji autokorelasi juga dapat digunakan dengan melihat Durbin Watson (DW).
[bookmark: _TOC_250022]UjiHipotesis

[bookmark: _TOC_250021]UjiParsial(t)
Uji parsial (t) adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji t dilihat berdasarkan nilai probabilitas t hitung. Apabila nilat t hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 (5%) yang telah ditentukan maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan sebaliknya.
[bookmark: _TOC_250020]UjiSimultan(f)
Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak dan sebaliknya. UjiF statistik digunakanuntuk mengetahuiapakah modelyang terdiri dari semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

[bookmark: 3.8.3.3._Uji_Koefisien_Determinasi_(R2)]UjiKoefisienDeterminasi(R2)
Koefisien determinasi menunjukan bagaimana besarnya keragaman (informasi) di dalam variabel Y yang dapat diberikan oleh model regresi yang didapatkan. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi padavariablelain.

[bookmark: BAB_4_YUDHA.pdf_(p.57-81)]BAB4
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[bookmark: _TOC_250019]HasilPenelitian

[bookmark: _TOC_250018]DeskripsiDataPenelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode asosiatifdalambentuk kausalyaitu mengetahuiadatidak pengaruhatau hubungan antara variabel bebas dengan variabelterikat Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalahuntukmengetahuiPenagihanPajak danSanksiPerpajakansebagai variable independen (bebas) dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen (terikat).
Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara sebanyak185.763wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut penentuan sampel ditentukan rumus slovin yangdi dapat sebanyak 99,94 (dibulatkan 100).
Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang menggunakan metodesurveyatau media angket/kuesioner serta digunkan dengan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data sekunder badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten batu bara berupa data penerimaan pajak bumi dan bangunan, data surat tagihan pajak bumi dan bangunan,besertadatatunggakanpajakbumidanbangunan.Metodeanalisisdata
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yang digunakan adalah regresi berganda dan pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakansoftwar SPSS 21.
IdentitasBerdasarkanLamaMembayar Pajak
KarakteristikrespondenberdasarkanLamaMenjadiWajibPajakdapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :
Tabel4.1
LamaMembayarPajak
	
	Frequency
	Percent
	ValidPercent
	Cumulative
Percent

	Valid>15tahun
	28
	28.0
	28.0
	28.0

	1-5 tahun
	22
	22.0
	22.0
	50.0

	11-15tahun
	28
	28.0
	28.0
	78.0

	6-10 tahun
	22
	22.0
	22.0
	100.0

	Total
	100
	100.0
	100.0
	


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui bahwa berdasarkan Lama membayar pajak responden pada penelitian ini adalah >15 tahun sebanyak 28 orang (28.0%), 1-5 tahun sebanyak 22 orang (22%), 11-15 tahun sebanyak 28 orang (28.0%),responden yang menjadi wajib pajak selama 6-10 tahunsebanyak 22 orang (22.0%).
IdentitasBerdasarkanJenisKelamin
Karakteristik respondenberdasarkan jenis kelamin dapat dilihat padatabel di bawah ini sebagai berikut :
Tabel 4.2 BerdasarkanJenisKelamin
	
	Freequency
	Percent
	Valid
Percent
	Cumulative
percent

	Valid	Laki-laki
	55
	55,0
	55,0
	55,0

	Perempuan
	45
	45,0
	45,0
	100,0

	Total
	100
	100,0
	100,0
	


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00


 (
71
)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjuan bahwa dari 100 respondenterdapat 55 orang (55.0%) laki-laki dan 45 orang (45.0%) perempuan. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar responden wajib pajak pada BadanPengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Baru Bara berjenis kelamin laki-laki yang menjadi sampel penelitian ini sebanyak (55.0%) dari total keseluruhan.
IdentitasBerdasarkanUsia
Tabel 4.3 BerdasarkanUsia
	
	Frequency
	Percent
	ValidPercent
	Cummulative
Percent

	Valid	20-30tahun
	19
	19,0
	19,0
	19,0

	31-40tahun
	23
	23,0
	23,0
	42,0

	41-50tahun
	33
	33,0
	33,0
	75.0

	>50tahun
	25
	25,0
	25,0
	100,0

	Total
	100
	100,0
	100,0
	


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Berdasarkan tabel4.2diatas menunjukan bahwa dari 100 responden terdapat responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 19 orang (19.0%), responden yang berusia 31-40 tahunsebanyak 23 orang (23.0%),responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 33 orang (33.0%), responden yang berusia >50 tahun sebanyak 25 orang (25.0%)berdasarkan hal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah usia 41-50 tahun.

IdentitasBerdasarkanPendidikanTerakhir
Tabel4.4
BerdasarkanPendidikanTerakhir
	
	Frequency
	Percent
	ValidPercent
	Cummulative
Percent

	Valid	SD
	18
	18,0
	18,0
	18,0

	SMP
	16
	16,0
	16,0
	34,0

	SLTA
	21
	21,0
	21,0
	55,0

	D3
	19
	19,0
	19,0
	74,0

	S1
	18
	18,0
	18,0
	92,0

	S2
	8
	8,0
	8,0
	100,0

	Total
	100
	100,0
	100,0
	


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan terakhir responden pada penelitian ini adalah pendidikan terakhir SD sebanyak 15 orang (15.0%), SMP sebanyak 12 orang (12%),SLTA sebanyak 12 orang (12.0%),responden yang pendidikan terakhir D3 sebanyak 13 orang (13.0%), responden yang pendidikan terakhir S1 sebanyak 13 orang (13.0%), responden yang pendidikan terakhir S2 sebanyak 16 orang (16.0%),responden yang pendidikanterakhir S3 sebanyak 19 orang (19.0%). berdasarkan haltersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritasresponden dalam penelitian ini adalah pendidikan terakhir S3.
[bookmark: _TOC_250017]HasilPengujianData

4.2.1Uji Statistik Deskripsi
Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata serta standar deviasi data yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi mengenai variabel dependen dan variabel indipenden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel4.5
DescriptiveStatistics
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std.Deviation

	Sanksi Pajak
	100
	9
	19
	14.84
	2.330

	PenagihanPajak
	100
	9
	19
	14.64
	2.303

	KepatuhanWajibPajak
	100
	9
	19
	15.01
	2.096

	ValidN(listwise)
	100
	
	
	
	


Sumber:HasilPengolahanSPSSVersi21.00 Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :
a. Variabel Sanksi pajak memiliki sampel (N) sebanyak 100, dengan nilai minimum (terkecil) 9, nilai maksimum (terbesar) 19 & mean (nilai rata- rata)14,84, dan standar deviation (simpangan baku) adalah 2,330
b. Variabel penagihan pajak memiliki sampel (N) sebanyak 100, dengan nilai minimum (terkecil) 9, nilai maksimum (terbesar) 19 & mean (nilai rata- rata)14,64, dan standar deviation (simpangan baku) adalah 2,303
c. Variabel penagihan pajak memiliki sampel (N) sebanyak 100, dengan nilai minimum (terkecil) 9, nilai maksimum (terbesar) 19 & mean (nilai rata- rata)15,01, dan standar deviation (simpangan baku) adalah 2,096.
Berdasarkan Uji Statistik Deskripsi di atas maka mendapatkan hasil sebagai berikut
Tabel4.6
Kategorikepatuhanwajibpajak
	Kepatuhanwajibpajak
	Jumlah
	Persen

	Kategoritinggi
	11
	11%

	Kategorisedang
	78
	78%

	Kategorirendah
	11
	11%

	Total
	100
	100%


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
dapat dilihat bahwa 11 responden (11%) memiliki kategori tinggi, 78 responden (78%) memiliki kategori sedang, dan 11 responden (11%) memiliki kategori rendah.



Tabel 4.7 KategoriPenagihanpajak
	penagihanpajak
	Jumlah
	Persen

	Kategoritinggi
	21
	21%

	Kategorisedang
	56
	56%

	Kategorirendah
	23
	23%

	Total
	100
	100%


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
dapat dilihat bahwa 21 responden (21%) memiliki kategori tinggi, 56 responden (56%) memiliki kategori sedang, dan 23 responden (23%) memiliki kategori rendah.
Tabel 4.8 Kategorisanksipajak

	Sanksipajak
	Jumlah
	Persen

	Kategoritinggi
	14
	14%

	Kategorisedang
	73
	73%

	Kategorirendah
	13
	13%

	Total
	100
	100%


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Dapat dilihat bahwa 14 responden (14%) memiliki kategori tinggi, 73 responden (73%)memilikikategorisedang, dan4 responden (13%)memilikikategorirendah.
[bookmark: _TOC_250016]UjiValiditas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ghozali(2013, hal. 52). Menurut Ghozali( 2013, hal. 52-59 ), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilair hitungdenganr tabeluntuk degreeoffreedom( df) =n-2, dalamininadalahjumlahsampel.Jadidfyangdigunakanadalah100-2=98

dengan alpha sebesar 10% maka menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) sebesar 0,1654 dengan ketentuan, yaitu:
Hasil r hitung > r tabel ( 0,1654) = valid Hasilrhitung< rtabel(0,1654)=tidakvalid
Jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada colom corrected item-total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.
[bookmark: Tabel_4.9_Hasil_Uji_Validitas_Variabel_K]Tabel4.9
HasilUjiValiditasVariabelKepatuhanWajibPajak(Y)
	Item Pernyataan
	NilaiKorelasi
	Probabilitas
	Keterangan

	Y1
	0,432>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	Y2
	0,451>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	Y3
	0,589>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	Y4
	0,511>0,165
	0,000<0,05
	Valid


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Berdasarkan Tabel 4.7, hasil uji validitas pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai korelasi lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,165 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid.
[bookmark: Tabel_4.10_Hasil_Uji_Validitas_Variabel_]Tabel4.10
HasilUji ValiditasVariabelPenagihan Pajak (X1)
	Item Pernyataan
	NilaiKorelasi
	Probabilitas
	Keterangan

	X1.1
	0,478>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	X1.2
	0,529>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	X1.3
	0,594>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	X1.4
	0,516>0,165
	0,000<0,05
	Valid


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh item dalam variabel Penagihan Pajak (X1) memiliki nilai korelasi lebih besar dari r tabel dan nilai probabilitas < 0,05. Dengan demikian, semua item dinyatakan valid.

[bookmark: Tabel_4.11_Hasil_Uji_Validitas_Variabel_]Tabel4.11
HasilUjiValiditasVariabelSanksiPerpajakan(X2)
	Item Pernyataan
	NilaiKorelasi
	Probabilitas
	Keterangan

	X2.1
	0,469>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	X2.2
	0,535>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	X2.3
	0,489>0,165
	0,000<0,05
	Valid

	X2.4
	0,558>0,165
	0,000<0,05
	Valid


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa semua item dalam variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai korelasi yang valid karena nilainya lebih besardari r tabel dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Maka semua item dinyatakan valid.
UjiReabilitas
Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden terhadap kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dan besarnya koefisien alpha yang diperoleh menunjukan koefisien reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji menggunakan koefisien Cronbachs Alpha (α). Jika nilai koefisien alpha > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut baik dan reliabel (Ghozali, 2016).
[bookmark: Tabel_4.12_Hasil_Uji_Reliabilitas_Instru]Tabel4.12
HasilUjiReliabilitasInstrumen
	Variabel
	CronbachAlpha
	R Tabel
	Keterangan

	KepatuhanWajib
Pajak(Y)
	0,761
	0,60
	Reliabel

	PenagihanPajak
(X1)
	0,744
	0,60
	Reliabel

	SanksiPerpajakan
(X2)
	0,718
	0,60
	Reliabel


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa variabel bebas dan terikat yang digunakan dalampenelitian ini memiliki nilaireliabilitas yang berbeda-beda dengan nilai yang diperoleh pada cronbach alpha pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,761 variabel Penagihan Pajak (X1) sebesar 0,744 dan Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 0,718.
Nilai reliabilitas instrument menunjukan tingkat reliabilitas instrument penelitian yang sudah memadaikarena adanya semua variabel> 0,60. Maka dapat disimpulkan item pernyataan dari setiap variabel sudah menjelaskan dan memberikan gambaran tentang variabel yang diamati adalah reliabel atau dipercaya.
[bookmark: _TOC_250015]AnalisisData

[bookmark: _TOC_250014]UjiAsumsiKlasik
[bookmark: _TOC_250013]UjiNormalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting karena model regresi yang baik mengharuskan data residual terdistribusi normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S).
Kriteriapengambilankeputusan:

1. NilaiAsymp.Sig>0,05 →dataterdistribusinormal.

2. NilaiAsymp.Sig<0,05→datatidakterdistribusi normal.

Berikuthasilujinormalitas:

Tabel4.13
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
	
	UnstandardizedResidual

	N
	100

	Mean
	0.0000000

	Std.Deviation
	4.221173

	MostExtremeDifferences
	

	Absolute
	0.061

	Kolmogorov-SmirnovZ
	0.611

	Asymp.Sig.(2-tailed)
	0.845


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 4.13, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.845, yang jauh lebih besar dari nilai kritis 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusiresidual dalam model regresi tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini berdistribusi normal, yang berarti asumsi normalitas telah terpenuhi. Kondisi ini memperkuat validitas modelregresiyang digunakandalampenelitian, karena salah satu syarat utama dari model regresi linier klasik telah dipenuhi.
Pemenuhan asumsi normalitas juga penting dalam memastikan bahwahasil uji statistik seperti uji t dan uji F dapat diinterpretasikan secara benar, sehingga kesimpulan yang diambil dari hasil analisis data lebih dapat dipercaya dan relevan dengan kenyataan yang diteliti.

[bookmark: _TOC_250012]Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020), uji multikolinearitas digunakanuntuk mengetahuiapakahdalammodelregresiterdapat hubunganantar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi antar variabel independen.
Kriteria:

1. Tolerance> 0,1danVIF< 10→tidakterjadimultikolinearitas.
2. Tolerance< 0,1danVIF> 10→terjadimultikolinearitas.

Tabel4.14
Uji Multikolinearitas
	
Model
	CollinearityStatistics
	
Keterangan

	
	Tolerance
	VIF
	

	

1
	(Constant)
	
	
	

	
	PENAGIHAN PAJAK
	0,645
	1,550
	Tidak Terjadi Multikolinearitas

	
	SANKSI PERPAJAKAN
	0,645
	1,550
	Tidak Terjadi Multikolinearitas


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.14, diperoleh bahwa nilai Tolerance untuk kedua variabel independen yaitu Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan adalah sebesar 0.645, yang jauh di atas ambang batas minimum 0.1. SedangkannilaiVIFuntuk masing-masing variabeladalah1.550,yang juga masih jauh di bawah batas maksimum 10.
Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi tinggi antara Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan. Dengan kata lain, masing-masing variabel independen berdiri secara independen dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain secara signifikan dalam model regresi ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkanbahwamodelregresiyangdigunakandalampenelitianinibebasdari

masalah multikolinearitas, dan hasil analisis regresi dapat diinterpretasikandengan lebih valid serta dapat dipercaya.
Ketiadaan multikolinearitas dalam model juga menandakan bahwa kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) dapat diukur secara lebih akurat, sehingga mendukung kualitas model yang digunakan dalam penelitian ini.
[bookmark: _TOC_250011]Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke lainnya. Model regresi yang baik tidak mengalami heteroskedastisitas.
Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui scatterplot. Jika sebaran titik acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Gambar4.1Scatterplot
[image: ]

Sumber:HasilPengolahanMenggunakanSPSSVersi21.00

Berdasarkan Gambar 4.1 sebaran titik-titik terlihat menyebar acak di atas dan bawah sumbu X dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.
[bookmark: _TOC_250010]UjiRegresiLinierBerganda
Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Penagihan Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
Tabel4.15
UjiRegresiLinierBerganda
	
Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	
T
	
Sig.

	
	B
	Std.
Error
	Beta
	
	

	(Constant)
	2,314
	2,643
	
	0,875
	0,384

	PenagihanPajak
	0,225
	0,098
	0,198
	2,296
	0,024

	SanksiPerpajakan
	0,662
	0,109
	0,528
	6,073
	0,000


Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 21.00 Berdasarkantabeldiatas, diperolehpersamaanregresisebagaiberikut:
1. Konstanta	=1,439

2. PenagihanPajak	=0,178

3. SanksiPerpajakan	=0,779

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut:
Y =2.314+0.225(X1)+0.662(X2)

Persamaantersebutmengindikasikanbahwa:

· Konstanta sebesar 2.314 berartiapabila variabelPenagihanPajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) diasumsikan bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 2.314.
· Koefisien regresi Penagihan Pajak sebesar 0.225 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam Penagihan Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.225 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
· Koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0.662 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam Sanksi Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.662 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
Selain itu, nilai signifikansi (Sig.) dari kedua variabel independen juga menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, karena nilai Sig. < 0.05. Penagihan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.024 dan Sanksi Perpajakan sebesar 0.000, yang berarti keduanya signifikan secara statistik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik Penagihan Pajakmaupun Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi intensitas penagihan dan pemberlakuan sanksi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak, maka semakin tinggipula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak. Hal ini sejalandenganteorikepatuhanyangmenyatakanbahwapenegakanhukumyang

tegas melaluipenagihandanpemberiansanksidapat meningkatkankesadarandan kepatuhan perpajakan masyarakat.
[bookmark: _TOC_250009]UjiHipotesis

[bookmark: _TOC_250008]UjiParsial(t)
Uji t digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen. Alasan lain uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara parsial atau individual mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).
Kriteriapengujian:

1. Jikathitung > t tabeldanSig < 0,05 →variabelberpengaruhsignifikan.

2. Jikathitung<ttabeldanSig>0,05→variabeltidakberpengaruhsignifikan.
Berdasarkanhasilpengelolaandata,makadiperolehhasilujistatistiktsebagaiberikut:
Tabel4.16 Uji t
	Variabel
	tHitung
	tTabel
	Sig.
	Keputusan

	PenagihanPajak
	2.296
	1.985
	0.024
	Signifikan

	SanksiPerpajakan
	6.073
	1.985
	0.000
	Signifikan


Sumber:HasilPengolahanSPSSVersi21.00
1. PenagihanPajakmemilikinilaithitung2.296>ttabel1.985danSig

0.024<0.05,makaberpengaruhsignifikanterhadapKepatuhanWajib Pajak.
2. Sanksi Perpajakan memiliki t hitung 6.073 > t tabel1.985 dan Sig 0.000 < 0.05, maka berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai t tabel digunakan sebagai batas pembanding dalam pengujian hipotesis parsial (uji t) untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 100 responden, dengan dua variabel independenyaitu Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan, sehingga derajat kebebasan (df) diperoleh dari rumus df=n−k=100−3=97df = n- k = 100-3 =97df=n−k=100−3=97.Berdasarkandistribusituntuktarafsignifikansi5%(α
=0,05)denganujiduasisi(two-tailed),makadiperoleht tabelsebesar1,984.

Sementara itu, nilai t hitung diperoleh dari output hasil analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS, yang menunjukkan kekuatan pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan. Dalam hasil penelitian ini, variabel Penagihan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,296 dan variabelSanksi Perpajakan sebesar 6,073, yang keduanya lebih besar dari t tabel (1,984) dan nilai signifikansi masing-masing < 0,05. Hal ini mengindikasikan bah
[bookmark: _TOC_250007]UjiSimultan(F)
Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel independen. Uji statistik F dilakukan dengan cara melihat nilai F hitungterhadap F tabel. Apabila F hitung> nilai F tabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima (terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila nilai F hitung < nilaitabel, maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial). Uji statistik f juga dapat dilakukan dengan melihat probability value > 0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara simultan).
Kriteria:

1. Fhitung>FtabeldanSig< 0,05→berpengaruhsignifikan.

2. Fhitung< FtabeldanSig>0,05→tidaksignifikan.
Berdasarkanhasilpengelolaandata,makadiperolehhasilujiFsebagaiberikut:
Tabel4.17 Uji F Anova
	Model
	SumofSquares
	Df
	Mean Square
	F
	Sig.

	Regression
	1847.215
	2
	923.608
	44.944
	0.000

	Residual
	1993.443
	97
	20.550
	
	

	Total
	3840.658
	99
	
	
	


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 45,019 lebih besardaripadaFtabelsebesar3,09,sertanilaisignifikansisebesar0,000yang lebih kecildari0,05. Berdasarkan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa model regresiyangterdiridarivariabelPenagihanPajak(X₁)danSanksiPerpajakan (X₂)secarasimultanberpengaruhsignifikanterhadapKepatuhanWajibPajak(Y). Tabel	ini	terdiri	dari	beberapa	komponen	penting	yang	saling berhubungan.Regressionmenunjukkanvariasitotaldalamvariabeldependen yang dapat dijelaskan oleh model, sedangkan Residual menunjukkan variasi yang tidakdapat dijelaskanolehmodel(sisakesalahan). SumofSquares(SS) mengukur totalpenyimpangandatadarirata-ratanya,yangdibagimenjadidua:SS Regression(variasiyangdijelaskanmodel)danSSResidual(variasiyangtidak
dijelaskanmodel). TotalSSmerupakanjumlahdarikeduanya.

Degrees of Freedom (df) mengukur jumlah nilai yang bebas untuk bervariasi, dengan df Regression sebanyak 2 (sesuai jumlah variabel independen) dan df Residual sebanyak 97 (n – k – 1). Mean Square (MS) diperoleh dengan membagiSSdengandfmasing-masing,dandigunakanuntukmenghitungnilaiF.

Nilai F merupakan rasio antara MS Regression dan MS Residual, yang menggambarkan seberapa baik model dalam menjelaskan variabel dependen dibandingkan dengan kesalahan acak. Signifikansi (Sig.) menunjukkan probabilitas bahwa hasil tersebut terjadi secara kebetulan; jika lebih kecil dari 0,05, maka hasil dianggap signifikan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh nyata terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki kontribusi penting dalam menjelaskanvariabilitas kepatuhan wajib pajak. Strategipenagihan yang efektif dan penerapan sanksi perpajakan yang tegas dapat membentuk perilaku patuh dariwajib pajak. Oleh karena itu, instansi pajak daerah disarankan untuk memperkuat sinergi antara pelaksanaan penagihan dan penegakan sanksi guna meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di Kabupaten Batu Bara.
[bookmark: _TOC_250006]UjiKoefisienDeterminasi(R²)
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.
Tabel 4.18 ModelSummary
	Model
	R
	R
Square
	Adjusted R
Square
	Std.Errorofthe
Estimate

	1
	0.694
	0.482
	0.472
	4.53378


Sumber:HasilPengolahanSPSS Versi21.00
Berdasarkan Tabel 4.18 diperoleh nilai R sebesar 0,694, yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel Penagihan Pajak danSanksiPerpajakanterhadapKepatuhanWajibPajak.Nilaiini

mengindikasikan bahwa kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama memiliki korelasi positif terhadap variabel dependen.
Nilai R Square sebesar 0,482 atau 48,2% menunjukkan bahwa Penagihan Pajak danSanksiPerpajakan mampu menjelaskan variasidalamKepatuhanWajib Pajak sebesar 48,2%. Dengan kata lain, hampir setengah dari perubahan tingkat kepatuhanwajib pajak dapat dijelaskanoleh modelregresiyang dibangun melalui dua variabel tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa model memiliki kekuatan penjelas yang cukup baik dalam konteks penelitian ini.
Selanjutnya, nilai Adjusted R Square sebesar 0,472 atau 47,2% merupakan bentuk penyesuaian dari R Square yang mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model. Adjusted R Square memberikan estimasi yang lebih akurat terhadap kemampuan model ketika diaplikasikan pada populasi yang lebih luas. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit penurunan dari RSquare, model tetap memiliki daya jelaskan yang memadai.
Sementara itu, nilai Standard Error of the Estimate sebesar 4.53378 menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model regresi terhadap nilai aktual. Nilai ini mengindikasikan bahwa masih terdapat perbedaan antara hasil prediksi model dan kenyataan di lapangan, namun kesalahan tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima untuk penelitian sosial.
Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat bahwa Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan memiliki kontribusi signifikan dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian, terdapat sekitar 51,8% variasi lain yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model ini. Faktor tersebut dapat mencakup tingkatkesadaranwajibpajak,pemahamantentangperaturanperpajakan,kualitas

pelayanan fiskus, kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, dan motivasi pribadi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel-variabel lain agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
[bookmark: _TOC_250005]Pembahasan
Hasil temuan dalam penelitian ini mengkaji sejauh mana pengaruh penagihan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pembahasan ini mengacu pada kesesuaian antara hasil penelitian denganteoriyangrelevan, pendapat para ahli, danpenelitianterdahulu. Selainitu, pembahasaninijugamenelaahpolaperilakuwajibpajakyangdapatmemengaruhi kepatuhanmereka. Adapunpembahasandibagimenjaditiga bagianutamasebagai berikut:
[bookmark: _TOC_250004]PengaruhPenagihanPajakterhadapKepatuhanWajibPajak
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruhPenagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara, diketahui bahwa nilait hitung sebesar 2.296lebih besar darittabelsebesar 1.985,sertanilai signifikansi sebesar 0.024 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan kriteria pengujian, jika nilai t hitung > t tabel dan nilai Sig. < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H1) diterima, dan hipotesis nol (H0) ditolak.
Hasil ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak yang dilakukan olehotoritaspajakdaerahterbuktimampumeningkatkankepatuhanwajibpajak.

Ketika penagihan dilaksanakan secara aktif, melalui pengiriman surat tagihan, teguran, maupun bentuk komunikasi langsung, wajib pajak cenderung merasa terdorong untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya gunamenghindarikonsekuensiyang lebih besar. Halini sejalandengan hasil penelitian dari Ramadhani dan Hardiningsih (2021) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penagihan yang tegas dapat memberikan tekanan eksternal yang efektif untuk mendorong kepatuhan.
Selain itu, temuan ini memperkuat pandangan bahwa faktor eksternal sepertipenagihandantindakanadministratif daripihak berwenang memilikiperan penting dalam membentuk perilaku patuh, khususnya di kalangan wajib pajak yang belum memiliki kesadaran penuh atas pentingnya membayar pajak secara sukarela. Artinya, dalam konteks ini, penagihan berfungsi bukan hanya sebagai prosedurhukum, tetapijugasebagaialat komunikasidankontrolsosialyang dapat mempengaruhi perilaku fiskal masyarakat (Lubis & Huda, 2021).
Meskipundemikian,efektivitaspenagihansangat bergantungpadakualitas pelaksanaan dan kesiapan sistem informasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Penagihan yang tidak dilakukan secara konsisten, atau tanpa basis data yang akurat, dapat mengurangi kepercayaan dan respons positif dari masyarakat. Oleh sebab itu, selain mengoptimalkan mekanisme penagihan,strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak juga perlu dilengkapi dengan pendekatan edukatif dan persuasif, seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat pajak dan konsekuensi ketidak patuhan (Putra & Yustitia, 2021).

Penelitian ini juga didukung oleh studi dari Wibowo dan Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas penagihan berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan apabila diiringi dengan sistem pengawasan dan pelaporan yang baik. Penelitian lain oleh Hidayati dan Zulaikha (2022) menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan ketika wajib pajak mendapatkan peringatan secara langsung, baik dalam bentuk fisik maupun digital.
Dengan demikian, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sejalan dengan temuan Sutomo dan Suryani (2020) yang menyatakan bahwa penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten dan profesional dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah terus mengembangkan sistem penagihan yang lebih profesional, berbasis data, dan terintegrasi dengan sistem pelayanan pajak secarakeseluruhan. Wibowo (2022)juga menekankanpentingnya integrasisistem penagihan dengan teknologi informasi agar efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak dapat ditingkatkan. Halinidiharapkandapat meningkatkankepatuhanpajak secara menyeluruh dan berkelanjutan.
[bookmark: _TOC_250003]PengaruhSanksiPerpajakanterhadapKepatuhanWajibPajak
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara, diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 6.073 lebih besar dari t tabel sebesar 1.985, serta nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan kriteria uji hipotesis, jikanilaithitung>ttabeldannilaisignifikansi<0.05,makavariabelSanksi

Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H1) diterima, dan hipotesis nol (H0) ditolak.
Hasil ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan, yang meliputi denda, bunga, atau bahkan tindakan hukum lainnya, memiliki dampak yang besar terhadap keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi berfungsi sebagai bentuk pencegahan dan sebagai pengingat bahwa ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak akan berdampak pada kerugian finansial atau legal bagi wajib pajak. Penelitian ini mendukung temuan yang diungkapkan oleh Puspitasari dan Siregar (2020), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dengan lebih serius, karena adanya ancaman atas ketidakpatuhan.
Dalam hal ini, sanksi berfungsi sebagai alat pendorong (enforcement mechanism) yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka tepat waktu. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran perpajakan dapat mengakibatkan beban tambahan berupa denda atau bunga, mereka lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakanagar terhindar dari konsekuensi tersebut. Penelitian oleh Fitria dan Rahmawati (2021) juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang tegas dapat memotivasi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak mereka dengan lebih akurat dan tepat waktu.
Namun, efektivitas sanksi ini juga bergantung pada konsistensi dan ketegasan pelaksanaannya. Menurut Rahayu (2020), sanksi yang diterapkansecara adil, transparan, dan konsisten memiliki dampak yang lebih besar dibandingkandengansanksiyanghanyadiberlakukansecarasporadisatautidak

jelas. Jika petugas pajak tidak menegakkan sanksi dengan tegas, maka keberhasilan sanksi tersebut dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak akan menurun. Sebagaimana dikemukakan oleh Lubis dan Huda (2021), sistem pengawasan yang kuat dan dukungan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan penerapan sanksi berjalan dengan efektif dan memberikan efek jera yang optimal.
Sanksi perpajakan juga tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai bentuk edukasi bagi wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Menurut penelitian oleh Hidayati dan Zulkarnain (2023), sanksi perpajakan dapat menciptakan efek jera yang mengurangi potensi pelanggaran di masa mendatang, serta meningkatkan kesadaran kolektif akan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara.
Penemuan ini memperkuat teori yang menyatakan bahwa penegakan hukum perpajakan, termasuk penerapan sanksi yang efektif, berfungsi sebagai mekanisme yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memperkuat implementasi sanksi perpajakan dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah terus memperkuat dan memperjelas peraturan mengenai sanksi perpajakan, serta meningkatkan pelaksanaanpengawasandanedukasikepadawajibpajak.Halinibertujuanuntuk

memastikan bahwa sanksi yang diterapkan dapat memberikan efek jera yang maksimal dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi di masa depan.
[bookmark: _TOC_250002]Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 45,019 lebih besar dari F tabel sebesar 3,09, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, Penagihan Pajak (X1) dan SanksiPerpajakan(X2)berpengaruhsignifikanterhadapKepatuhanWajibPajak
(Y). Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima, yang berarti bahwa kedua variabel bebas secara bersama-sama mampu memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Batu Bara.
Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan perpajakan yang bersifatterintegrasi. Tidakcukuphanya mengandalkanpenagihantanpadukungan sanksi yang tegas, demikian pula sebaliknya. Kombinasi antara tindakan administratif dan pemaksaan hukum mampu menciptakan sistemperpajakan yang lebih kuat dan mendorong kepatuhan secara lebih efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitria dan Rahmawati (2021) yang menyimpulkan bahwa perpaduan antara penagihandan sanksidapat meningkatkan kepatuhanwajib pajak, terutama jika diiringi dengan pelayanan yang baik dan edukasi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi penguatan penagihan pajak dan pemberlakuan sanksi perpajakan yang tegas dapat menjadi kebijakan yang efektif dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak serta realisasi penerimaan pajak daerah secara optimal.

BAB 5 KESIMPULANDANSARAN
[bookmark: _TOC_250001]Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Batu Bara, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. PenagihanPajakberpengaruhsignifikanterhadapKepatuhanWajibPajak.

Hasilujiparsial(ujit)menunjukkanbahwaPenagihanPajakmemilikinilai thitungsebesar2.296dannilaisignifikansisebesar0.024,yanglebihkecil daritarafsignifikan0.05.Artinya,tindakanpenagihanpajakyangdilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara secara signifikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan uji t, nilai t hitung Sanksi Perpajakan sebesar 6.073 dengan nilai signifikansi 0.000, yang menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi perpajakan secara tegas mampu memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 45.019 lebih besar dari F tabel sebesar 3.09 dannilaisignifikansisebesar0.000,yangberartibahwakeduavariabel
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independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Koefisiendeterminasi(RSquare)sebesar0.482menunjukkanbahwa48.2% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan. Sisanya sebesar 51.8% dipengaruhi oleh faktorlaindiluarmodelsepertitingkatkesadaranwajibpajak,pemahaman terhadapperaturan,pelayananfiskus,pengaruhsosial,danfaktorekonomi.
[bookmark: _TOC_250000]Saran
Berdasarkanhasilpenelitiandankesimpulandiatas,makabeberapasaranyang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Daerah dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara Perlu terus meningkatkan efektivitas penagihan pajak, baik secara administratif maupun melalui pendekatan teknologi informasi agar prosesnya lebih cepat, akurat, dan transparan. Strategipenagihanyangberkelanjutandapatmeningkatkankesadaranwajib pajak untuk patuh secara sukarela.
2. TerkaitPenerapanSanksiPerpajakanPerludilakukansecarakonsisten,adil, dan transparan agar menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Selain itu, pemberlakuan sanksi harus disertai dengan sosialisasi yang cukup agar wajib pajak memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan.
3. Edukasi dan Sosialisasi Disarankan agar instansi terkait meningkatkan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya membayar


 (
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pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial, penyuluhan langsung, maupun kolaborasi dengan tokoh masyarakat.
4. Untuk Penelitian Selanjutnya Diharapkan dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak,kualitaspelayanan pajak,tingkat pendapatan,ataupersepsi keadilan pajak, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
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	Kepatuhan_Y1
	Kepatuhan_Y2
	Kepatuhan_Y3
	Kepatuhan_Y4
	total
	kategori

	1
	5
	5
	3
	5
	18
	Tinggi

	2
	5
	5
	4
	4
	18
	Tinggi

	3
	5
	5
	1
	4
	15
	Sedang

	4
	1
	4
	4
	3
	12
	Rendah

	5
	5
	1
	3
	5
	14
	Sedang

	6
	3
	3
	4
	4
	14
	Sedang

	7
	2
	4
	4
	3
	13
	Sedang

	8
	5
	5
	3
	1
	14
	Sedang

	9
	4
	5
	2
	3
	14
	Sedang

	10
	2
	4
	3
	5
	14
	Sedang

	11
	5
	2
	5
	4
	16
	Sedang

	12
	4
	2
	4
	4
	14
	Sedang

	13
	4
	3
	5
	5
	17
	Sedang

	14
	1
	3
	5
	2
	11
	Rendah

	15
	3
	3
	5
	2
	13
	Sedang

	16
	5
	5
	4
	4
	18
	Tinggi

	17
	4
	3
	2
	4
	13
	Sedang

	18
	4
	4
	2
	4
	14
	Sedang

	19
	4
	5
	4
	4
	17
	Sedang

	20
	2
	3
	4
	4
	13
	Sedang

	21
	3
	5
	4
	4
	16
	Sedang

	22
	5
	4
	3
	3
	15
	Sedang

	23
	2
	5
	3
	3
	13
	Sedang

	24
	4
	3
	5
	4
	16
	Sedang

	25
	4
	5
	4
	2
	15
	Sedang

	26
	2
	3
	4
	4
	13
	Sedang

	27
	4
	5
	4
	2
	15
	Sedang

	28
	4
	5
	1
	3
	13
	Sedang

	29
	4
	4
	3
	4
	15
	Sedang

	30
	3
	2
	3
	3
	11
	Rendah

	31
	4
	5
	5
	5
	19
	Tinggi

	32
	3
	4
	3
	5
	15
	Sedang

	33
	4
	2
	2
	1
	9
	Rendah

	34
	5
	3
	5
	3
	16
	Sedang

	35
	4
	5
	4
	5
	18
	Tinggi

	36
	4
	1
	1
	5
	11
	Rendah

	37
	5
	4
	3
	5
	17
	Sedang

	38
	4
	5
	2
	5
	16
	Sedang

	39
	4
	3
	4
	4
	15
	Sedang

	40
	4
	5
	2
	4
	15
	Sedang

	41
	5
	5
	4
	4
	18
	Tinggi

	42
	1
	3
	5
	5
	14
	Sedang

	43
	4
	4
	4
	5
	17
	Sedang

	44
	5
	5
	4
	3
	17
	Sedang

	45
	4
	4
	3
	3
	14
	Sedang

	46
	5
	1
	5
	5
	16
	Sedang

	47
	3
	5
	5
	2
	15
	Sedang

	48
	4
	5
	5
	5
	19
	Tinggi

	49
	5
	3
	1
	3
	12
	Rendah

	50
	5
	4
	5
	4
	18
	Tinggi

	51
	4
	4
	5
	5
	18
	Tinggi

	52
	3
	2
	4
	2
	11
	Rendah







	53
	2
	4
	4
	3
	13
	Sedang

	54
	5
	4
	4
	1
	14
	Sedang

	55
	4
	3
	5
	5
	17
	Sedang

	56
	5
	5
	3
	5
	18
	Tinggi

	57
	3
	5
	2
	4
	14
	Sedang

	58
	5
	3
	4
	5
	17
	Sedang

	59
	3
	4
	4
	4
	15
	Sedang

	60
	4
	3
	4
	4
	15
	Sedang

	61
	4
	5
	4
	4
	17
	Sedang

	62
	4
	4
	4
	3
	15
	Sedang

	63
	4
	4
	1
	4
	13
	Sedang

	64
	4
	4
	4
	5
	17
	Sedang

	65
	5
	4
	3
	5
	17
	Sedang

	66
	4
	2
	5
	1
	12
	Rendah

	67
	1
	5
	5
	4
	15
	Sedang

	68
	5
	4
	4
	4
	17
	Sedang

	69
	5
	3
	4
	5
	17
	Sedang

	70
	4
	4
	5
	4
	17
	Sedang

	71
	3
	5
	5
	4
	17
	Sedang

	72
	4
	4
	3
	2
	13
	Sedang

	73
	3
	5
	5
	4
	17
	Sedang

	74
	4
	4
	3
	4
	15
	Sedang

	75
	4
	4
	5
	5
	18
	Tinggi

	76
	5
	3
	3
	4
	15
	Sedang

	77
	4
	4
	4
	5
	17
	Sedang

	78
	3
	5
	4
	4
	16
	Sedang

	79
	5
	2
	4
	3
	14
	Sedang

	80
	4
	5
	3
	4
	16
	Sedang

	81
	2
	4
	4
	5
	15
	Sedang

	82
	5
	4
	1
	4
	14
	Sedang

	83
	4
	2
	4
	3
	13
	Sedang

	84
	3
	4
	4
	4
	15
	Sedang

	85
	3
	4
	1
	4
	12
	Rendah

	86
	3
	5
	3
	5
	16
	Sedang

	87
	3
	2
	3
	4
	12
	Rendah

	88
	5
	4
	4
	3
	16
	Sedang

	89
	3
	3
	3
	5
	14
	Sedang

	90
	2
	4
	5
	4
	15
	Sedang

	91
	5
	2
	1
	2
	10
	Rendah

	92
	4
	2
	5
	5
	16
	Sedang

	93
	4
	3
	4
	3
	14
	Sedang

	94
	5
	3
	4
	3
	15
	Sedang

	95
	3
	4
	2
	4
	13
	Sedang

	96
	4
	3
	5
	4
	16
	Sedang

	97
	4
	5
	5
	3
	17
	Sedang

	98
	4
	3
	5
	5
	17
	Sedang

	99
	5
	2
	3
	3
	13
	Sedang

	100
	2
	5
	5
	4
	16
	Sedang



	11
	rendah

	78
	sedang

	11
	tinggi
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	Penagihan_X1_
	Penagihan_X1_2
	Penagihan_X1_3
	Penagihan_X1_4
	total
	kategori

	1
	3
	4
	5
	3
	15
	Sedang

	2
	4
	5
	4
	4
	17
	Tinggi

	3
	5
	4
	4
	5
	18
	Tinggi

	4
	5
	5
	4
	5
	19
	Tinggi

	5
	2
	4
	2
	3
	11
	Rendah

	6
	4
	5
	4
	2
	15
	Sedang

	7
	4
	2
	1
	3
	10
	Rendah

	8
	4
	5
	2
	4
	15
	Sedang

	9
	4
	4
	4
	5
	17
	Tinggi

	10
	1
	4
	5
	5
	15
	Sedang

	11
	5
	4
	5
	4
	18
	Tinggi

	12
	5
	4
	3
	4
	16
	Sedang

	13
	4
	5
	4
	4
	17
	Tinggi

	14
	4
	5
	2
	4
	15
	Sedang

	15
	3
	4
	5
	4
	16
	Sedang

	16
	3
	3
	4
	4
	14
	Sedang

	17
	4
	5
	4
	3
	16
	Sedang

	18
	4
	4
	3
	4
	15
	Sedang

	19
	3
	4
	4
	3
	14
	Sedang

	20
	4
	4
	4
	5
	17
	Tinggi

	21
	5
	5
	5
	4
	19
	Tinggi

	22
	1
	3
	3
	4
	11
	Rendah

	23
	4
	4
	4
	5
	17
	Tinggi

	24
	3
	5
	4
	3
	15
	Sedang

	25
	3
	4
	4
	4
	15
	Sedang

	26
	4
	2
	5
	4
	15
	Sedang

	27
	2
	2
	2
	4
	10
	Rendah

	28
	2
	4
	2
	3
	11
	Rendah

	29
	3
	2
	5
	2
	12
	Rendah

	30
	4
	2
	4
	2
	12
	Rendah

	31
	4
	4
	4
	4
	16
	Sedang

	32
	3
	2
	3
	3
	11
	Rendah

	33
	5
	1
	4
	4
	14
	Sedang

	34
	5
	3
	4
	2
	14
	Sedang

	35
	4
	4
	2
	3
	13
	Sedang

	36
	4
	3
	3
	4
	14
	Sedang

	37
	5
	4
	3
	5
	17
	Tinggi

	38
	3
	4
	4
	4
	15
	Sedang

	39
	5
	4
	3
	4
	16
	Sedang

	40
	5
	2
	3
	2
	12
	Rendah

	41
	4
	3
	4
	4
	15
	Sedang

	42
	3
	4
	4
	3
	14
	Sedang

	43
	5
	5
	4
	5
	19
	Tinggi

	44
	2
	5
	4
	1
	12
	Rendah

	45
	4
	4
	5
	4
	17
	Tinggi

	46
	5
	3
	4
	4
	16
	Sedang

	47
	4
	3
	5
	4
	16
	Sedang

	48
	5
	4
	2
	4
	15
	Sedang

	49
	5
	3
	5
	5
	18
	Tinggi

	50
	5
	4
	4
	5
	18
	Tinggi

	51
	3
	3
	5
	3
	14
	Sedang

	52
	3
	4
	3
	5
	15
	Sedang

	53
	5
	3
	5
	4
	17
	Tinggi

	54
	5
	1
	3
	2
	11
	Rendah

	55
	4
	4
	4
	5
	17
	Tinggi






	56
	3
	5
	4
	4
	16
	Sedang

	57
	5
	4
	4
	4
	17
	Tinggi

	58
	3
	4
	3
	4
	14
	Sedang

	59
	4
	4
	5
	5
	18
	Tinggi

	60
	1
	5
	4
	3
	13
	Sedang

	61
	4
	5
	4
	4
	17
	Tinggi

	62
	4
	1
	2
	4
	11
	Rendah

	63
	1
	3
	5
	5
	14
	Sedang

	64
	4
	3
	3
	5
	15
	Sedang

	65
	5
	4
	4
	4
	17
	Tinggi

	66
	4
	3
	3
	3
	13
	Sedang

	67
	3
	2
	4
	3
	12
	Rendah

	68
	5
	5
	3
	4
	17
	Tinggi

	69
	3
	3
	4
	5
	15
	Sedang

	70
	3
	1
	2
	3
	9
	Rendah

	71
	4
	5
	4
	3
	16
	Sedang

	72
	2
	3
	3
	4
	12
	Rendah

	73
	4
	4
	4
	4
	16
	Sedang

	74
	5
	1
	5
	5
	16
	Sedang

	75
	4
	5
	1
	5
	15
	Sedang

	76
	4
	4
	5
	3
	16
	Sedang

	77
	4
	3
	4
	3
	14
	Sedang

	78
	4
	5
	4
	4
	17
	Tinggi

	79
	3
	5
	4
	4
	16
	Sedang

	80
	2
	3
	5
	4
	14
	Sedang

	81
	2
	5
	4
	2
	13
	Sedang

	82
	3
	5
	5
	3
	16
	Sedang

	83
	2
	5
	5
	3
	15
	Sedang

	84
	2
	2
	4
	4
	12
	Rendah

	85
	4
	4
	3
	4
	15
	Sedang

	86
	3
	4
	3
	4
	14
	Sedang

	87
	1
	3
	3
	3
	10
	Rendah

	88
	2
	5
	5
	4
	16
	Sedang

	89
	4
	3
	4
	2
	13
	Sedang

	90
	3
	1
	4
	5
	13
	Sedang

	91
	2
	3
	4
	2
	11
	Rendah

	92
	3
	3
	1
	5
	12
	Rendah

	93
	5
	2
	4
	3
	14
	Sedang

	94
	4
	3
	5
	4
	16
	Sedang

	95
	2
	1
	4
	4
	11
	Rendah

	96
	5
	4
	3
	5
	17
	Tinggi

	97
	4
	3
	3
	3
	13
	Sedang

	98
	4
	4
	4
	3
	15
	Sedang

	99
	3
	2
	5
	4
	14
	Sedang

	100
	3
	5
	2
	1
	11
	Rendah

	total
	360
	358
	373
	373
	1464
	



	21
	rendah

	56
	sedang

	23
	tinggi






	Responden
	Sanksi_X2_1
	Sanksi_X2_2
	Sanksi_X2_3
	Sanksi_X2_4
	total
	kategori

	1
	1
	3
	4
	5
	13
	Sedang

	2
	5
	3
	4
	4
	16
	Sedang

	3
	4
	1
	2
	5
	12
	Rendah

	4
	5
	4
	3
	5
	17
	Sedang

	5
	4
	4
	2
	5
	15
	Sedang

	6
	2
	4
	3
	5
	14
	Sedang

	7
	4
	3
	2
	4
	13
	Sedang

	8
	5
	4
	5
	5
	19
	Tinggi

	9
	5
	5
	3
	4
	17
	Sedang

	10
	3
	5
	4
	5
	17
	Sedang

	11
	3
	4
	3
	3
	13
	Sedang

	12
	4
	4
	4
	4
	16
	Sedang

	13
	2
	4
	1
	4
	11
	Rendah

	14
	5
	5
	1
	5
	16
	Sedang

	15
	5
	3
	3
	4
	15
	Sedang

	16
	4
	5
	4
	2
	15
	Sedang

	17
	4
	3
	4
	5
	16
	Sedang

	18
	4
	5
	2
	5
	16
	Sedang

	19
	4
	4
	5
	5
	18
	Tinggi

	20
	4
	5
	4
	4
	17
	Sedang

	21
	3
	4
	3
	5
	15
	Sedang

	22
	4
	2
	3
	5
	14
	Sedang

	23
	4
	5
	4
	5
	18
	Tinggi

	24
	4
	4
	3
	2
	13
	Sedang

	25
	5
	5
	4
	4
	18
	Tinggi

	26
	3
	5
	4
	4
	16
	Sedang

	27
	4
	4
	3
	4
	15
	Sedang

	28
	4
	4
	5
	4
	17
	Sedang

	29
	4
	2
	5
	4
	15
	Sedang

	30
	4
	3
	4
	4
	15
	Sedang

	31
	4
	4
	3
	3
	14
	Sedang

	32
	1
	5
	4
	3
	13
	Sedang

	33
	3
	5
	4
	5
	17
	Sedang

	34
	4
	4
	4
	3
	15
	Sedang

	35
	4
	1
	4
	2
	11
	Rendah

	36
	4
	4
	5
	3
	16
	Sedang

	37
	5
	4
	3
	5
	17
	Sedang

	38
	4
	4
	5
	4
	17
	Sedang

	39
	2
	3
	3
	3
	11
	Rendah

	40
	3
	2
	4
	4
	13
	Sedang

	41
	4
	4
	4
	4
	16
	Sedang

	42
	3
	4
	4
	4
	15
	Sedang

	43
	2
	4
	2
	5
	13
	Sedang

	44
	4
	4
	2
	3
	13
	Sedang

	45
	2
	3
	4
	5
	14
	Sedang

	46
	4
	5
	3
	3
	15
	Sedang

	47
	4
	3
	2
	2
	11
	Rendah

	48
	5
	3
	5
	5
	18
	Tinggi







	49
	3
	2
	3
	2
	10
	Rendah

	50
	3
	1
	4
	4
	12
	Rendah

	51
	2
	5
	4
	4
	15
	Sedang

	52
	4
	3
	4
	5
	16
	Sedang

	53
	1
	4
	1
	3
	9
	Rendah

	54
	2
	3
	4
	5
	14
	Sedang

	55
	4
	4
	5
	4
	17
	Sedang

	56
	3
	4
	4
	4
	15
	Sedang

	57
	4
	3
	1
	5
	13
	Sedang

	58
	4
	4
	4
	4
	16
	Sedang

	59
	5
	2
	3
	4
	14
	Sedang

	60
	5
	4
	3
	4
	16
	Sedang

	61
	2
	4
	5
	5
	16
	Sedang

	62
	5
	4
	5
	5
	19
	Tinggi

	63
	3
	1
	1
	4
	9
	Rendah

	64
	4
	2
	3
	4
	13
	Sedang

	65
	2
	4
	3
	4
	13
	Sedang

	66
	3
	4
	4
	5
	16
	Sedang

	67
	1
	5
	4
	5
	15
	Sedang

	68
	4
	2
	5
	2
	13
	Sedang

	69
	4
	3
	3
	5
	15
	Sedang

	70
	5
	3
	5
	5
	18
	Tinggi

	71
	4
	4
	4
	4
	16
	Sedang

	72
	5
	2
	4
	2
	13
	Sedang

	73
	4
	3
	5
	1
	13
	Sedang

	74
	3
	5
	4
	4
	16
	Sedang

	75
	3
	5
	4
	5
	17
	Sedang

	76
	3
	4
	2
	4
	13
	Sedang

	77
	5
	3
	5
	5
	18
	Tinggi

	78
	5
	5
	4
	5
	19
	Tinggi

	79
	4
	3
	4
	4
	15
	Sedang

	80
	2
	3
	4
	3
	12
	Rendah

	81
	1
	3
	4
	3
	11
	Rendah

	82
	3
	1
	4
	3
	11
	Rendah

	83
	5
	3
	4
	4
	16
	Sedang

	84
	4
	5
	4
	3
	16
	Sedang

	85
	4
	4
	3
	2
	13
	Sedang

	86
	5
	4
	5
	2
	16
	Sedang

	87
	5
	4
	5
	4
	18
	Tinggi

	88
	3
	5
	1
	3
	12
	Rendah

	89
	4
	4
	4
	4
	16
	Sedang

	90
	4
	5
	5
	4
	18
	Tinggi

	91
	5
	5
	2
	1
	13
	Sedang

	92
	4
	1
	3
	5
	13
	Sedang

	93
	4
	2
	1
	3
	10
	Rendah

	94
	4
	5
	4
	5
	18
	Tinggi

	95
	3
	5
	5
	4
	17
	Sedang

	96
	5
	3
	3
	2
	13
	Sedang

	97
	4
	4
	4
	4
	16
	Sedang







	98
	4
	4
	4
	4
	16
	Sedang

	99
	5
	4
	4
	5
	18
	Tinggi

	100
	4
	5
	4
	3
	16
	Sedang

	total
	369
	366
	357
	392
	1484
	



	14
	rendah

	73
	sedang

	13
	Tinggi
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PENGARUHPENAGIHANPAJAKDANSANKSIPERPAJAKANTERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADANPENGELOLAANPAJAKDANRETRIBUSIDAERAH
[bookmark: PENGANTAR_PENELITIAN]KABUPATENBATUBARA PENGANTARPENELITIAN
Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner KepadaYth. Bapak/Ibu/Saudara/iWajibpajak Di Tempat
Denganhormat,

Dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, saya bermaksud mengadakan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara”.
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data yangutama.Olehkarenaitu,sayamohonbantuanBapak/Ibu/Saudara/iuntukberkenan menjadiresponden penelitian dengan mengisikuesioner penelitian ini secara lengkap dan jujur. Jawaban darikuesioner itu tidak ada yang salah, sehingga apapun jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan adalah benar. Jawaban atas kuesioner ini semata- mata ditunjukkan untuk kepentingan penelitian dan bukan untuk maksud lain.
Demikian permohonan saya, atas kesediaan dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i, saya mengucapkan Terima kasih.



Hormat saya,



RasydYudhaHarahap NPM. 203214016


[image: ] (
Lampiran
1
)


[bookmark: DATA_RESPONDEN]DATARESPONDEN

Berilahtandacentang(√)sesuaidenganjawabanyangdipilih. Identitas Responden
Nama	:
JenisKelamin	:
· Laki-Laki
· Perempuan
Umur	:
· 20 –30 Tahun
· 31 –40 Tahun
· 41 –50 Tahun
· >50Tahun Pendidikan Terakhir:
· SdSederajat
· SMPSederajat
· SLTA
· D3
· S1
· S2
· S3
Lamamenjadiwajibpajak	:
· 1–5tahun
· 6–10tahun
· 11–15 tahun
· >15tahun


[image: ] (
Lampiran
3
)


[bookmark: KUESIONER]KUESIONER

Mohon baca dengan teliti dan cermat untuk setiap pertanyaan berikut ini dan berilahtanda ceklis (√) pada kolomyang telahdisediakansesuaidengankondisianda saat ini.
Keterangan:
1.:SangatTidakSetuju (STS)
2 :TidakSetuju(TS)
3 :KurangSetuju(KS)
4 :Setuju(S)
5 :Sangatsetuju(SS)


VariabelKepatuhanWajibPajak(Y)

	No
	Pernyataan
	Pilihanjawaban

	
	
	SS
	S
	KS
	TS
	STS

	1.
	Sayamengetahuibahwaadanyakepatuhan wajib pajak
	
	
	
	
	

	2.
	Saya mengetahui bahwa adanya 2 jenis kepatuhankewajibanperpajakanbagiwajib
pajak
	
	
	
	
	

	3.
	Sayaselalu memenuhi kewajiban untuk membayarpajakbumidanbangunanper30 September
	
	
	
	
	

	4.
	Tingkat kepatuhan wajib pajak akan mempengaruhipenerimaanpajaksuatudaerah
	
	
	
	
	


Sumber:nadhor,Khaeronetal(2020)


VariabelpenagihanPajak(X1)

	No.
	Pernyataan
	PilihanJawaban

	
	
	SS
	S
	KS
	TS
	STS

	1.
	Sayamengetahuitentangsuratpenagihan
pajak
	
	
	
	
	

	2.
	Sayamengetahuitentangdasar-dasar penagihan pajak
	
	
	
	
	

	3.
	Sayamengetahuitentangpenagihanpajak pasif dan penagihan pajak aktif
	
	
	
	
	

	4.
	Sayamengetahuiapayangakanterjadi selanjutnya jika mengabaikan surat penagihan pajak
	
	
	
	
	


Sumber:Sugiyono(2019)


[image: ]


[image: ]52








VariabelSanksiPerpajakan(X2)

	No.
	Pernyataan
	PilihanJawaban

	
	
	SS
	S
	KS
	TS
	STS

	1.
	Saya tidak mengetahui adanya sanksi jika tidakmembayaratautelatmembayarpajak bumi dan bangunan
	
	
	
	
	

	2.
	Sanksipajakberlakuuntuksemuapihakyang melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan sesuai uu No.19 tahun 2000
	
	
	
	
	

	3.
	Denda 2% per bulan karena terlambat membayarpajakbumidanbangunanadalah
buktiadanyasanksi
	
	
	
	
	

	4.
	Jika	saya	tidak	memenuhi	kewajiban perpajakan maka saya siap menerima sanksi
	
	
	
	
	



[bookmark: Sumber:_Sukarminto(2019)]Sumber:Sukarminto(2019)
















































































image22.jpeg
0. : 424/DIKTI/ Koy

: '.,'B’ ) o
e A‘ssqum wlaikum-
Dengan ni saudan
danSkripsi Saudara 2

) - Jumsan/}?}ég.smdi

Meda 2014

A7 Home Iy





image23.png




image24.png
PR E—

S MUSLIM NESAMTARA AL

‘t' “‘FG’%ﬂ !-“J .

I




image25.png
Wstharmmad Arsyad Thalih Lobis 0 Gaensl o B3 maepus Mabamn ad Yoos S 4 Loew 0 32
11 No. 52 Madan, Kampas Al tedan Veebaoogan Qe o Saki Maodi Hile e Pagos e s

FORM. F. 3

Rangkap 2

sebagai pembimbing dalam penyelesaian Proposal

Nama : Rasyd Yucha Harahap
NPM * 1203214016
:Axuntansi

Dengan Judul :

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP

KEPATUHAN  WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BATU BARA"

Selanjutnya dipersilahkan Saudara menelaah dan menyempurnakan isi Proposal dan Skripsi
tersebut.

Khusus mengenai judul/topik Proposal dan Skripsi dapat disempurnakan selama tidak keluar
dari substansi. Bimbingan dilakakan bab per bab dan draf ditulis oleh mahasiswa.
Atas kesediaan Saudara membimbing mahasiswa kita tersebut diucapkan terima kasih.

Medan,
Dekan,

Dr. Anggia ari Lubis, SE.,M.Si

Rangkap 2
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Kampus Aziddin: JL. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kee. Pagar Merbau,
Telp. (061) 7867044, Fax. 7862747, Medan 20147 Home
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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

n SK. No. 181/DIKTI/Kep/2002

arim: J1. Garu II No. 02 Medan,
Stadion/Gedung Arca Medan,
Lubuk Pakam.

UmMn
AL WASHLIYAN

Humanis Mandsri Islami Page: hitp:/ /www.umnaw.ac.id E-mail: info@umnaw.ac.id
Nomor 134/FEB/UMN-AW/A.17/2024 Medan, 07 November 2024
Lamp.

Hal Undangan Seminar Proposal Skripsi

Kepada Yth,
Bapak/Ibu ...........

Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMN Al Washlivah
di-

Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi saudara/i ;

Nama . Rasyd Yudha Harahap

NPM 203214016

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi Akuntansi

Jenjang Pendidikan S-1

Judul Skripsi Pengaruh Penagihan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan
Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara

Maka dengan hormat saudara diundang untuk menghadiri seminar di maksud yang Insya’
Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal Jumat, 08 November 2024
Waktu 09.41-10.21 WIB
Tempat Ruang Lab. Manajemen (R. 2.17)

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Kami
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Assalamu’alaikum Wr. Wb

Ketua Jurusan/Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas

Muslim Nusantara Al Washliyah Medan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rasyd Yudha Harahap
NPM : 203214016
Program Studi : Akuntansi

Adalah benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi Pada :

Hari/Tanggal : 08 November 2024

Dengan Judul Proposal : Pengarus Penagihan dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunanan Pada Badan
Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten

Batubara

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan/ diberikan kepada mahasiswa yang
bersangkutan, semoga Bapak/ Ibu pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dapat segera

mengeluarkan Surat Izin Riset Mahasiswa.

Wassalam,

Di keluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 November 2024
Ketua Program Studi,

Junita Putri Rajana Harahap, SE., M.Si.Ak
NIDN: 0108068704
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\Ot /FEB/UMN-AW/A.48/2024 Medan, 17 Desember 2024

Mohon Izin Melakukan
Pengumpulan Data (Riset

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Batubara

di-
Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Dengan hormat, kami do’akan semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Bersama ini kami memohon bantuan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan izin
kepada mahasiswa kami :

Nama : Rasyd Yudha Harahap
NPM : 203214016

Semester : VIII ( Delapan )
Program Studi  : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Untuk melakukan pengumpulan data (riset) di kantor Bapak/Ibu pimpinan. Adapun
pengumpulan data tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi dengan
judul :

“Pengaruh Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Batubara ”

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
An. Dekan

Dr. Ratna Sari Dewi, SE, M. Si
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JI.Lintas Sumatera Km. 110, Desa Pematang Panjang-Air Putih, Batu Bara, Sumatera Utara 21256
Telepon (0622) — 648004, Website bapenda.batubarakab.go.id

Air Putih, 02 Januari 2025

Nomor  :973/0002/BAPENDA/I/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal  : Izin Melakukan Pengumpuian Data
(Riset)

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara
Al Washliyah Nomor : 197/FEB/UMN-AW/A.48/2024 tanggal 17 Desember 2024 Prihal Mohon
Izin Melakukan Pengumpulan Data (Riset) An. Rasyd Yudha Harahap.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberi izin kepada Mahasiswa tersebut
untuk Melakukan Pengumpulan Data (Riset) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu

Bara.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

DR. MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198705262006022002
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PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl.Lintas Sumatera Km. 110, Desa Pematang Panjang-Air Putih, Batu Bara, Sumatera Utara 21256
Telepon (0622) — 648004, Website bapenda.batubarakab.go.id

SURAT KETERANGAN SELESA| MELAKUKAN RISET
Nomor : 800/2110/BAPENDA/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama .. DR. Mei Linda Suryanti Lubis, SSTP, M.AP
NIP : 198705262006022002
Jabatan : Plt. Kepala Badan

Unit Kerja  : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Rasyd Yudha Harahap
NIM : 203214016

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Universitas : Universitas Muslim Nusantara AL Wasliyah

Telah melakukan Pengumpulan Data (Riset) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Batu Bara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak dan
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara”.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Air Putih, 10 Juli 2025

Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

DR. MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198705262006022002




image3.jpeg
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis : JI. Garu Il No. 93, Kampus Muhammad Yunus Karim : JI. Garu Il No. 2, Kampus Abdurrahman Syihab : JI. Garu Il No. 52
Kampus Aziddin : JI. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam
Telp. (061) 7867044-7868487 Fax. 7862747 Medan 20147 Home Page : Http:/www.umnaw.ac.id -E-mail : info@umnaw.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rasyd Yudha Harahap

NPM : 203214016

Program Studi :  Akuntansi

Fakultas :  Ekonomi dan Bisnis

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
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Setelah mempelajari kelengkapan berkas Saudara

1. Nama : Rasyd Yudha Harahap

2. Tempat, tanggal Lahir : Pintupadang, 10 Oktober 2002
3. NPM : 203214016

4. Jurusan/Prog.Studi . Akuntansi

5. Agama : Islam

Dinyatakan dapat mengikuti ujian pada :

Hari/tanggal koms > Jui 2028
Jam s.d selesai
Dosen Penguii 1. Sri Fitria Jayusman SE. M Si

2. Dr. Alistraja Dison Silalahi, SE., M.Si
3. Dr.Ratna Sari Dewi, S.E., S.Pd., M.Si

Dosen Saksi / Pencatat . Junita Putri Rajana Harahan, SE M Si, Ak
Demikian persetujuan ini diberikan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

ketua / An. Rektor Medan, ............ 20
Walkil Sekretaris / Dekan

S M.Hum Dr.Anggia Lubis,SE. ,M.Si
NIDN: 0129078701
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Nama Rasyd Yudha Harahap
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NPM 203214016
Jurusan/Prog.Studi Akuntansi/Akuntansi
Agama Islam

Yang Insya Allah, akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal Komis > Juu 2028
Jam

Judul Skripsi :

Pengaruh Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi
Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara

Terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu.

Medan, ............. 20
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t S M.Hum Dr Sari Lubis SE. M.Si
N 07101 NIDN: 0129078701
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1. Rektor 5. Ketua Program Studi
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PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BATUBARA

RASYD YUDHA HARAHAP
NPM. 203214016

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dan sanksi
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Batu
Bara. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak,
yang tercermin dari tingginya jumlah tunggakan serta realisasi penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang belum mencapai target selama beberapa tahun terakhir.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif,
dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak yang diambil melalui teknik accidental
sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan regresi
linier berganda menggunakan bantuan software SPSS versi 21. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa baik penagihan pajak maupun sanksi perpajakan berpengaruh
secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun
simultan. Nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0,482 menunjukkan bahwa kedua
variabel independen tersebut mampu menjelaskan 48,2% variasi dalam kepatuhan
wajib pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini
menunjukkan pentingnya peningkatan efektivitas mekanisme penagihan dan
penegakan sanksi sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan pajak daerah
serta pembentukan budaya patuh pajak di kalangan masyarakat.

Kata kunci: Penagihan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak
Daerah, PBB
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THE EFFECT OF TAX COLLECTION AND TAX SANCTIONS ON LAND AND
BUILDING TAXPAYER COMPLIANCE IN THE REGIONAL TAX AND
RETRIBUTION MANAGEMENT AGENCY OF
BATUBARA REGENCY

RASYD YUDHA HARAHAP
NPM. 203214016

ABSTRACT

The objective of the research was to determine the effect of tax collection and tax
sanctions on land and building taxpayer compliance in Batu Bara Regency. The
background of this research was the low level of taxpayer compliance, which was
reflected in the high number of arrears and the realization of Land and Building Tax
(PBB) revenues that had not reached the target for the past few years. This research
was fo use a quantitative approach with an associative research type, with a sample
of 100 taxpayers taken through accidental sampling techniques. Data were collected
using questionnaires and analyzed using multiple linear regressions using SPSS
software version 21. The results of the research indicate that both tax collection and
tax have a significant effect on taxpayer compliance, both partially and
coefficient of determination (R?) value of 0.482 indicates that the
are able to explain 48.2% of the variation in taxpayer
rest is affected by other factors outside the model. This finding
of increasing the effectiveness of the collection mechanism
as part of a strategy to increase regional tax revenues

a culture of tax compliance among the community.

Keywords: Tax Collection, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Regional Taxes, PB
B
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Nama : Rasyd Yudha Harahap

NPM 1203214016
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Jenis Kelamin : Laki-laki
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